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ABSTRAK

Pemusnahan barang bukti merupakan suatu tindak lanjut penegakan
hukum dari aparatur penegak hukum. Pelaksanaan pemusnahan dilakukan sesuai
mekanisme dari prosedur yang ada. Pemusnahan barang bukti berupa narkotika
dilakukan dengan..berbagai-cara tergantung dari jenisnya. Penegakan hukum
terhadap penyalahgunaan narkotika ini sudah dilakukan dengan proses hukum
terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan yang kemudian dijadikan
sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum maka barang bukti tersebut
akan dilakukan pemusnahan oleh .aparat;penegak hukum yaitu dari pihak Polisi,
ataupun pihak kejaksaan.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah “bagaimana pelaksanaanya
pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian Daerah Riau. Dan
kendala dalam pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian
Daerah Riau.

Metode penelitian ini ialah observational . research atau penelitian
menggunakan sistem survei yakni dengam cara wawancara dan pengamatan
langsung turun ke lapangan. Data yag dipakai di'pengkajian hukum ini, mencakup
dari data primer serta data sekunder. Penelitian ini di tinjau dari sifatya adalah
deskriptif, yakni penulis mencoba memberikan gambaran secara rinci tentang
pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak pidana narkotika di Kepolisian
Daerah Riau. Yang akan menjadi responden dalam penelitian ini yaitu dari
Direktur Reserse Narkoba Polda riau, Kabag Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda
Riau, dan Penyidik Bagian Penegakan Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda
Riau.

Mengetahui bagaimana pelaksaan isi aturan-atruan hukum pemusnahan
Narkotika, Efisisen dan efektif tidaknya mobilisasi aturan-aturan diterapkan Polda
Kota Pekanbaru, Kendala yang sering ditemui dalam pemusnahan barang bukti
adalah bagaimana sering barang yang akan dimusnakan mengalami keterlambatan
pemusnahan dikarena prosedural dari pihak pengadilan dan kejaksaan tinggi
lambat mengeluarkan “surat anjuran pemusnahan.diperuntukan polda sehingga
barang bukti menumpuk di‘brankas penyimpanan Polda.

Kata Kunci : Pemusnahan Narkotika, observational research, Barang Bukti,
Polda Riau



ABSTRACT

Destruction of evidence is a follow-up to law enforcement by law
enforcement officials. The extermination is carried out according to the
mechanism of the existing procedure. The destruction of evidence in the form of
narcotics is carried.out in various ways depending'on the.type. Law enforcement
against narcotics abuse has been carried out with legal processes, especially
confiscation of the proceeds of crime which are then used as evidence, after the
legal process, the evidence will be destroyed by law enforcement officials, namely
from the police, or the prosecutor's.office.

The problem in_thisi:research “is "how/totimplement the destruction of
evidence of «narcotics.crime.in the Riau RegionalPolice. And obstacles in
destroying evidence of narcotics crime in the Riau Regional Police.

This research method is observational research or research using a survey
system, namely by means of interviews and direct observations down to the field.
The data used in this legal study includes primary data.and secondary data. This
research is viewed from its descriptive nature, namely the author tries to provide a
detailed description of the implementation of the destruction of evidence of
narcotics crime-in the Riau Regional Police. The respondents in this research are
the Director of the Narcotics Investigation of the Riau Police, the Head of the Bin
Ops Nal Narcotics Investigation of the Riau Police; and the Investigators of the
Law Enforcement Section of the Riau Police’s Drug Investigation Directorate.

Knowing how to carry out the contents of the legal rules for the
destruction of Narcotics, Efficient and effective or not the mobilization of rules is
applied by the Pekanbaru City/Police. The obstacle that is often encountered in the
destruction of evidence is how often‘the'goods to be destroyed experience delays
in destruction due to procedural matters from the court and the high prosecutor.
slow to issue a letter of recommendation for the destruction intended by the
regional police so that evidence accumulates in the police safe deposit box.

Keywords: Narcotics “Destruction, observational - research, Evidence, Riau
Regional Police
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BAB |

PENDAHULUAN

mewujudkan suatu kepastian hukum terhadap masyarakat luas. Sehingga untuk

memberikan jaminan terhadap kepastian hukum tersebut maka aparat penegak
hukum membutuhkan kerjasama yang baik dengan masyarakat, dikarenakan tanpa
adanya sikap moral yang dimiliki untuk mematuhi dan mentaati segala ketentuan
yang berlaku maka akan sulit untuk melakukan suatu penegakan hukum.

Masyarakat harus memiliki kesadaran yang lebih untuk berusaha menciptakan
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suatu keadaan yang selaras dan serasi sehingga mengurangi tindakan yang
berbenturan dengan hukum. jadi dapat dikatakan untuk mencapai suatu penegakan

hukum maka selain dibutuhkannya aparat maka dibutuhkan pula peran serta dari

yang signifikan

dan hal yan ¢ o ap - 3 aan dan peredaran

Penyebaran telah : I tingkat yang sangat
memprihatinkan baik nasional maupun internasional. Banyak upaya yang
dilakukan untuk memberantas penyebaran maupun penggunaan barang haram
tersebut, namun disadari bahwa hal ini tidaklah mudah. Kasus tersebut terus saja
berkembang dengan analisis bahwa unsur penggerak dan motivator utama dari
pelaku tidak lain adalah keuntungan ekonomis. Bisnis ini merupakan bisnis yang

menggiurkan dan tidak heran apabila kasus ini meningkat di setiap tahunnya
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dibandingkan kasus-kasus lain. Dapat dipastikan bahwa pengedaran barang haram
tersebut telah merambah ke setiap wilayah pelosok Indonesia entah kabupaten

atau kota. Dalam hal ini artinya bahwa penanganan kasus pengedaran maupun

o H oleh aparat penegak
Wt .00 )
- r#ms *m Wf?@ paya untuk

cgf Nye agai pedoman

tegaknya &
perilaku a ! T permasyarakat dan
bernegara. dari sudut sub Al I dapat dilakukan
oleh subjeknya y lua _- -_ '1;'_‘ : aya penegakan

hukum itu patkan se St :‘_ Ir " 3 pgan hukum. Siapa

n hukum yang

berlaku, berarti dia ata - m yang berlaku,

aparatur penegak hukum akan menggunakan daya paksa. (Atmasasmita, Tindak
Pidana Narkotika Transnasional Dalam Sistem Hukum Pidana Indonesia, 1997, p.
7)

Narkotika masuk dalam hukum pidana khusus karena diatur dalam hukum
pidana umum sejalan dengan asas hukum Lex Specialis Derogat Legi Generali,

yaitu ketentuan khusus mengenyampinkan ketentuan umum, maka demikian
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halnya dengan ketentuan pidana tentang Narkotika yang ada dalam Kitab Undang-
Undang Hukum Pidana tidak berlaku lagi sepanjang yang sudah diatur dalam

Undang-Undang No. 22 Tahun 1997 tentang Tindak Pidana Narkotika

No. 35 Tahun 2009.

atau yang

ini diuraikan

y abk gsadaran, hilangnya rasa,
mengurangi sampa QQ /€ an dapat menimbulkan
ketergantungan, yang u‘* m ngan-golongan sebagaimana
disebutkan dalam lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang
Narkotika”.

Narkotika apabila dihubungkan dengan bidang pengobatan maka
Narkotika sangat berguna untuk membantu dalam pelayanan medis. Dengan kata
lain narkotika ini sangat dibutuhkan oleh seseorang yang sedang dalam

pengobatan dengan jangkauan yang telah disesuaikan keperluannya, namun



apabila narkotika ini digunakan oleh seseorang tanpa dibatasi penggunaannya
maka akan menimbulkan efek ketergantungan yang tidak sesuai dengn
peruntukannya dan kegunaannya sehingga akan menimbulkan efek negatif.
Penggunaan yang  berlebihan _ tersebut...sudah  dapat dikatakan suatu
penyalahgunaan terahdap narkotika, dimana dengan peningkatan kejahatan yang
berbagai macam yang terjadi-saat ‘'sekarang imengakibatkan pula peningkatan
terhadap modus penyalahgunaan Narkotika ini. Atas permasalahan tersebut maka
sangatlah dibutuhkan aparat penegak hukum untuk melakukan penegakan hukum.

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkotika ini sudah dilakukan
dengan proses hukum terutama melakukan penyitaan terhadap hasil kejahatan
yang kemudian- dijadikan sebagai barang bukti, setelah dilakukan proses hukum
maka barang bukti tersebut akan dilakukan pemusnahan oleh aparat penegak
hukum yaitu dari pihak Polisi, ataupun pihak kejaksaan.

Ketentuan mengenai pemusnahan  Narkotika diatur dalam Pasal 91
Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menyatakan,’Kepala
Kejaksaan Negeri setempat telah menerima pemberitahuan tentang penyitaan
barang Narkotika dan Precurser Narkotika: dari penyidik Kepolisian Negara
Republik Indonesia atau penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional), dalam waktu
paling lama 7 (Tujuh) hari wajib menetapkan status barang sitaan Narkotika dan
prekursor Narkotika tersebut untuk kepentingan pembuktian perkara, kepentingan
pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kepentingan pendidikan dan

pelatihan, dan atau dimusnahkan’’.



Dengan demikian, apabila hakim dalam putusannya menyatakan bahwa
Narkotika tersebut ‘’dirampas untuk negara’’, maka hal tersebut telah sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menurut Undang-Undang
No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Berdasarkan ketentuan yang ada bahwa
barang bukti sitaan Narkotika yang terdapat dalam masyarakat harus dimusnahkan
agar tidak disalahgunakan _oleh' orang-orang .yang tidak bertanggungjawab.
Dengan adanya pemusnahan ini, kita telah terselamatkan oleh barang haram
Narkotika. (Satria, 2014, p. 4)

Pasal 91 Undang-Undang No0.35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini
menjelaskan bahwa kejaksaan sebagai eksekutor atau penanggung jawab
pelaksanaan putusan hakim yang harus segera atau sesegera mungkin
melaksanakan putusan hakim, baik yang menyangkut orang maupun yang
menyangkut barang bukti, putusan hakim baru dapat dilaksanakan apabila putusan
itu telah memiliki kekuatan hukum tetap atau inkracht. Kejaksaan berhak bersama
Penyidik Polri maupun Penyidik BNN (Badan Narkotika Nasional) menyaksikan
jalannya pelaksanaan pemusnahan barang bukti Narkotika tersebut, itu merupakan
langkah-langkah yang dilakukan oleh aparat penegak hukum baik itu dari
tindakan penyitaan barang bukti serta pemusnahan barang bukti apabila kasus
tersebut telah mendapatkan putusan.

Setelah disimpannya barang bukti atau barang sitaan, maka penyidik
berhak mengawasinya. Termasuk terhadap adanya pengeluaran dan pemusnahan
barang bukti atau barang sitaan tersebut. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti,

Gatot Supramono menjelaskan dalam bukunya yang berjudul Hukum Narkoba
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Indonesia, menerangkan bahwa cara pemusnahan narkotika sebagai barang bukti

dalam perkara pidana dibedakan menjadi dua, yaitu dilakukan sebelum putusan

dan sesudah putusan pengadilan dijelaskan pada Pasal 62 UU Narkotika Nomor

barang sitaan, Apabila dalam Keadaan tertentu misalnya karena kondisi
tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk menghadirkan pejabat
instansi terkait secara lengkap, maka pemusnahan cukup disaksikan pejabat
dari tempat kejadian perkara bersangkutan.

2. Pemusnahan sesudah putusan. Pemusnahan narkotika sesudah putusan

dilakukan setelah putusan perkara mempunyai kekuatan hukum tetap. UU



Narkotika tidak menentukan sampai berapa lama eksekusi pemusnahan
narkotika tersebut dilakukan. Namun demikian bukan berarti tanpa batas
waktu mengeksekusinya. Pelaksanaan pemusnahan narkotika disini sesuai
dengan Pasal 62 ayat (1).huruf b_adalah pejabat kejaksaan, ini adalah
sebagai eksekutor putusan pengadilan. (lbid, hal 80)

Mekanisme pemusnahaan harang ‘bukii. narkotika diatur dalam Undang-
undang Noemor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Peraturan Kepala BNN
Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Penanganan Barang Sitaan
Narkotika, Prekursor Narkotika dan bahan kimia lainnya secara aman.

Pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika diatur lebih lanjut dalam
Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan atas Undang-
Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu sebagai bentuk tata cara
pemusnahan barang bukti narkotika yang dimusnahkan sesuai-dengan jenisnya.

Sepanjang tahun 2019 Direktorat Narkoba (DITRES NARKOBA) Polda
Riau telah berhasil menggagalkan sedikitnya jenis SABU 148.472 kg , PIL
EKTASI 17.322 butir, HAPPY FIVE 14.870 butir,. dan GANJA 11.292 kg. kasus
penyeludupan Narkoba ini~berhasil ‘ditanggani Direktorat Narkoba (DITRES
NARKOBA) Polda Riau.

Berdasarkan dalam Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang
Narkotika dan Undang-Undang Nomor 5 tahun 1997 tentang Psikotropika
mengandung sanksi yang cukup berat namun masih banyak yang melakukan
penyalahgunaan Narkotika dan Psikotropika. Hal ini dikarenakan masih lemahnya

penegakan hukum tindak pidana penyalahgunaan narkotika dan psikotropika.
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Berdasarkan uraian dan permasalahan yang penulis kemukakan diatas,

maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian lebih lanjut dengan mengangkat

sebuah judul yakni :“PELAKSANAAN PEMUSNAHAN BARANG BUKTI

2. Untuk mengetahui apa saja kendala dalam pemusnahan barang bukti tindak
pidana narkotika di Kepolisian Daerah RiauManfaat :
1.Manfaat Teoritis
Penelitian ini dapat sebagai penambahan pemahaman dan wawasan
peneliti mengenai Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Tindak Pidana

Narkotika Di Kepolisian Daerah Riau.
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2. Manfaat Praktis
1. Untuk menambah ilmu pengetahuan bagi penulis terkait dengan

permasalahan mengenai pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak

kebijakan nasional menge gaha »':-. ra alahgunaan dan
peredaran gela

adiktif untuk te . : a 3 al penanganan dan

.Q : al Nomor 7 Tahun 2010
Pasal 1 angka 5 mengata : an adalah serangkaian tindakan
penyidik untuk memusnahkan barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan
setelah ada penetapan dari Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan
dan disaksikan oleh pejabat yang mewakili unsur Kejaksaan, Kementerian
Kesehatan, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal unsur pejabat
tersebut tidak bisa hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu

pejabat atau anggota masyarakat setempat.
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Pemusnahan barang sitaan narkotika dan prekursor narkotika, dalam UU
Narkotika dijelaskan bahwa yang memiliki wewenang melakukan pemusnahan itu

adalah penyidik Badan Narkotika Nasional atau penyidik Kepolisian Negara

Republik Indone otika adalah bagian
dari we ran Kepala
BNN No
1.
a.

garakan hukum
oleh petugas pe ‘ _- : '1;'_' ang yang nyai kepentingan
sesuai deng enanganny -j‘. i J - hukum yang
berlaku. Penega an proses diawali
dengan penyidika g 2 : i dakwa dan diakhiri

menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.
Penegakan hukum pidana adalah penerapan hukum pidana secara kongkrit oleh
aparat penegak hukum. Dengan kata lain, penegakan hukum pidana merupakan
pelaksanaan dari peraturan-peraturan pidana. Dengan demikian, penegakan
hukum merupakan suatu system yang menyangkut penyerasian antara nilai

dengan kaidah serta perilaku nyata manusia. Kaidah-kaidah tersebut kemudian

11



menjadi pedoman atau patokan bagi perilaku atau tindakan yang dianggap pantas
atau seharusnya perilaku atau sikap tindak itu bertujuan untuk menciptakan,
memelihara, dan mempertahankan kedamaian. (Soekanto, Faktor-Faktor Yang
Mempengaruhi Penegakan Hukum, 2008, p..35)

Penegakan hukum adalah suatu usaha untuk menaggulangi kejahatan
secara rasional, memenuhi _rasa ' keadilan/ dan. berdaya guna. Dalam rangka
menanggulangi kejahatan terhadap berbagal sarana Sebagal reaksi yang dapat
diberikan kepada pelaku kejahatan, berupa sarana pidana maupun non hukum
pidana, yang dapat diintegrasikan satu dengan yang lainnya. Apabila sarana
pidana dipanggil untuk menanggulangi kejahatan, berarti akan dilaksanakan
politik hukum+"pidana, yakni mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil
perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu
waktu dan untuk masa-masayang akan dating.

Penegakan -hukum dapat menjamin kepastian hukum, Kketertiban dan
perlindungan hukum pada era modernisasi dan globalisasi saat ini dapat
terlaksana, apabila berbagai dimensi kehidupan hukum selalu mejaga keselarasan,
keseimbangan dan keserasian antara moralitas sipil yang didasarkan oleh nilai-
nilai actual didalam masyarakat beradab. Sebagi proses kegiatan yang meliputi
berbagai pihak termasuk masyarakat dalam rangka pencapaian tujuan adalah
keharusan untuk melihat penegakan hukum pidana sebagai suatu sistem peradilan
pidana. (Arief, 2002, p. 109)

Aparat penegak hukum dalam menjalankan penegakan suatu aturan

haruslah memiliki keadilan diantara para pihak yang bermasalah, tidak memihak

12
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pihak tertentu dengan tujuan ataupun alasan. Dikarenakan tidak menutup
kemungkinan tindakan seperti itu masih dapat terjadi di kehidupan masyarakat.

Sehingga menimbulkan ketidakadilan bagi masyarakat yang memang memiliki

or yang bisa

pelaksanaan

Masyarakat.

menerapkannya.

5. Nilai kebudayaan.
Sangat mempengaruhi sikap dan perbuatan seseorang dalam menjalankan
kehidupannya. (Soekanto, Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan

Hukum, 2007, p. 8)
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Penegakan hukum (law enforcement) tentu akan berlandaskan pada acuan
sistem hukum. Dalam hal ini penegakan hukum sebagai komponen struktur yang
mewujudkan tatanan sistem hukum. Tidak akan bisa diterapkan penegakan hukum
tersebut jika hanya Peraturan Perundang-Undangan tanpa didukung oleh aparatur
hukum yang bersih yang berintegritas tinggi dan profesional,maka dengan itu
penegakan hukum akan berfungsii dan-diterapkan sebagaimana mestinya dengan
baik jika aturan Perundang-Undangan yang ada diimbangi oleh aparatur penegak
hukum yang profesional yang berlandaskan pada kode etik dan integritasnya.

Penegakan hukum yang ada pada masyarakat berguna memelihara dan
mempertahankan ketertiban. Proses penegakan hukum, “dengan demikian
merupakan penerapan dari kaidah yang berlaku pada masyarakat. Pada dasarnya
penegakan hukum dapat dimulai diantaranya dengan memperhatikan peranan
penegak hukum, dengan memahami prinsip-prinsip di dalamnya. Demikian juga
halnya dengan hakim dalam mewujudkan tegaknya hukum harus bercirikan
keadilan, dengan menciptakan kepastian hukum berdasarkan aturan yang berlaku
dan memberikan kemanfaatan melalui peradilan.

Penegakan hukum yang sesuai ‘dengan ketentuan merupakan suatu sikap
patuh dari aparat penegak hukum untuk menjalankan tugas dan kewenangannya.
Patuh merupakan suatu tindakan untuk mentaati suatu yang diperintahkan kepada
seseorang. Jika aparat penegak hukum patuh akan yang mendasari tugasnya maka
hal tersebut merupakan suatu sikap kedisplinan. Kepatuhan yang didasarkan
kepada hukum akan menciptakan tujuan hukum. Dimana hukum yang merupakan

kumpulan dari berbagai aturan memiliki ketentuan dan sanksi ataupun hukumna

14



yang diwujudkan demi terciptanya tat tertib dalam kehidupan masyarakat.
Sehingga jika dihubungkan dengan kepatuhan terhadap hukum maka merupakan
suatu sikap untuk mentatati atau tunduk pada suatu ketentuan yang harus
dilakukan oleh setiap masyarakat. Selain_itu-Kepatuhan hukum itu juga dapat
dikatakan bahwasanya adanya tindakan yang sesuai dengan yang diinginkan oleh
ketentuan undang-undang yang-berfaku: (Rahardjo, 2010, hal. 71)

Kepatuhan terhedap hukum harus dilakukan oleh masyarakat, dikarenakan
dengan adanya kesadaran diri untuk mematuhi suatu ketentuan yang telah
ditetapkan maka akan menimbulkan suatu keteraturan dalam kehidupan. Sehingga
sangat diperlukan sikap sadar dari setiap masyarakat akan keberadaan hukum.
Penegakan hukum akan berjalan ketika kesadaran masyarakat tinggi namun jika
kesadaran untuk mematuhi hukum itu rendah maka penegakan hukum sangat sulit
untuk ditegakkan. Pada dasarnya untuk mematuhi suatu ketentuan memberikan
keuntungan bagi masyarakat itu sendiri, dikarenakan akan memberikan rasa aman,
nyaman dan tentram dalam menjalankan kegiatan sehari-hari. Sehingga
diperlukanlah sikap patuh dan taat kepada hukum.

Selain itu menurut Achmad. Ali menyatakan pendapatnya bahwasanya, yang
menjadi pengaruh efektifnya suatu ketentuan aturan hukum yaitu keprofesionalan
serta aparat penegak hukum yang menajalankan tugas dan fungsinya secara
optimal. Beliau juga menyatakan dimana untuk memperhatikan suatu
keefektivitasan ketentuan hukum maka akan terlihat pada saat diketahui sejauh
mana efektivitas dari hukum, maka pertama-tama kita harus mengukur

sejauhmana aturan hukum itu ditaati atau tidak ditaati. (Ali, 2010, hal. 379)
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2. Teori Narkotika

a. Pengertian Narkotika

Pengertian Narkotika adalah zat kimia yang dapat mengubah keadaan

weAtN AT

= ‘
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D
3
oD
2
=4
c
S
~
>

senses, on in varying
degrees". that is used
therapeu delined as any
chemical a

()
A "@ ¢ which product incense
ability orstupor due th ‘ the central nervous system
included in this difinition are opium-opium dirivatives (morphine, codein,
methadone. "Artinya:  Narkotika adalah zat-zat (obat) yang dapat
mengakibatkan ketidaksadaran atau pembiusan dikarenakan zat-zat tersebut
bekerja mempengaruhi susunan syaraf sentral. Dalam definisi narkotika ini
sudah termasuk candu, zat-zat yang dibuatdari candu (morphin, codein, heroin)

dan candu sintetis(meperidinx methadone. (Ibid, hal.48)
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1. Jenis-Jenis Narkotika

Narkoba dibagi dalam 3 jenis :

a) Narkotika

petidindan turunannya, benzetidin, betametadol.
3) Narkotika golongan Il : adalah narkotika yang memiliki daya adiktif
ringan, tetapi dapat bermanfaat untuk pengobatan dan penelitian.

Contoh: codeindan turunannya.
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b) Psikotropika
Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiahmaupun

sintetis,bukan narkotika yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh

pkan perubahan khas

e .Qg .
‘@ 1997). Jenis
" 4

i gangguan

siatnya seperti
bentuk tablet

berisi  zat

2) ikotropi g aktif yang kuat untuk

3) - adala ' dengan daya adiktif yang sedang

berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: lumubal,
fleenitrazepam.

4) Golongan IV : adalah psikotropika dengan daya adiktif ringan

berguna untuk pengobatan dan penelitian. Contoh: nitra zepam,

diazepam. (Ibid, hal.109)
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c) Zatadiktif lainnya
Zat adiktif lainnya adalah zat — zat selain narkotika dan

psikotropika yang dapat menimbulkan ketergantungan pada pemakainya,

al daun singkong

aitu  5,7,9. Cara

Beberapa efek dapat termasuk euforia, santai, keringanan stres dan rasa
sakit, nafsu makan bertambah, perusakan pada kemampuan bergerak,
kebingungan, hilangnya konsentrasi serta motivasi berkurang.
2)  Kokain

Adalah tanaman perdu mirip pohon kopi, buahnya yang matang

berwarna merah seperti biji kopi, kokain merupakan hasil sulinggan dari

19
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daun koka yang memiliki zat yang sangat kuat, yang tumbuh di Amerika
Tenggah dan Amerika Selatan. Sedangkan kokain adalah zat yang adiktif

yang sering disalahgunakan dan merupakan zat yang sangat berbahaya.

berass

digunakan untuk pengobatan, menghilangkan rasa sakit tentara yang
terluka akibat perang dan berburu, opium banyak tumbuh didaerah “ segi
tiga emas” Burma, Kamboja, Thailand dan segitiga emas Asia Tengah,
Afganistan, lran  dan  Pakistan.Penggunaan  jangka  panjang
mengakibatkan penurunan dalam kemampuan mental dan fisik, serta

kehilangan nafsu makan dan berat badan.
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4)  Alkohol
Adalah zat aktif yang terdapat dari berbagai jenis minuman keras.

merupakan zat yang mengandung etanol yang berfungsi memperlambat
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engandung kadar

5 adalah : bir,

5)  Amfetamin
Amfetamin pertama dibuat di Jerman pada akhir abad ke-19 tetapi
baru dipatenkan pada 1930-an. Pada 1940-an amfetamin mulai dipakai
sebagai terapeutik untuk berbagai macam kondisi medis seperti ayan,

depresi dan untuk anak yang hiperkinetik. Merupakan zat perangsang

21



nery wesy sejisidAu) ueeyeisndiag

iy disay yejepe il udwnyo(]

sintetik yang dapat berbentuk tablet, kapsul serta bentuk lainnya yang
digunakan untuk kepentingan medis.

Amfetamin tersedia dalam merk- merk umum dalam bentuk

isal).Efek amfetamin

m},,\‘ .@ v

tablet ini diproduksi khusus untuk disalahgunakan yaitu untuk
mendapatkan rasa gembira, hilang rasa sedih, tubuh terasa fit dan segar.
Dari kasus-kasus yang ada memperlihatkan bahwa ekstasi dapat
memperlemah reaksi daya tahan tubuh, ada pengaruh terhadap perubahan
menstruasi, termasuk ketidak teraturan mens truasi dan jumlah yang lebih

banyak atau amenorhoe (tidak haid). Ekstasi merusak otak dan
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memperlemah daya ingat. Ekstasi merusak mekanisme di dalam otak
yang mengatur daya belajar dan berpikir dengan cepat. Terbukti dapat

menyebabkan kerusakan jantung dan hati. Pemakai teratur telah

sus-kasus gangguan

IS

tampak Kkurus,
deberapa kasus
orang menjadi

nggi berbuntut

Merupakan daun—daunan pohon tembakau yang dikeringkan dan
pada umunya diproduksi dalam bentuk rokok. Nikotin, terdapat
ditembakau, adalah salah satu zat yang paling adiktif yang dikenal.
Nikotin adalah perangsang susunan saraf pusat (SSP) yang mengganggu
keseimbangan neuropemancar. Menyebabkan penyempitan pembuluh

darah, peningkatan denyut jantung dan tekanan darah, nafsu makan
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berkurang, menimbulkan emfisema ringan, sebagian menghilangkan
perasaan cita rasa dan penciuman serta memerihkan paru. Penggunaan

tembakau jangka panjang dapat menyebabkan kerusakan pada paru-paru,

tahapan atau urutan-urutan danlangkah-langkah yang saling terkait dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar
efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk
tentang prosedur kerja. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah
yang saling berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi

petunjuk dalam menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam

perusahaan tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur
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kerja yang terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat

menunjang tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.

Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam

pekijat sebagai

prosedur

1) Prosedur harus didasarkan atas fakta-fakta yang cukup mengenai
situasi  tertentu, tidak didasarkan atas dugaan-dugaan atau
keinginan-keinginan

2) Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih

memiliki fleksibilitas

3) Prosedur harus mengikuti zaman (up to date)
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Adapun prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati adalah sebagai

berikut:

1) Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu

2) F ) aka . asan karena

3) kerja “ya ' ahwa prosedur tersebut

4)
5) ; erja ¢ fleksibel, a ir '_ atu edur bisa dilakukan
6) atikan ggunaan alat-ala ang terlaksananya
7) ] :

.'@ . g se rosedur juga memiliki
aturan-aturan. Berikut B pa  aturan al yang harus ditaati dalam

pelaksanaan prosedur, yaitu:

1) Prosedur harus dijalankan sesuai dengan struktur, maksud dan ruang
lingkup kegiatan

2) Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab

3) Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-

dokumen terkait
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4) Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam
bahan, alat dan juga dokumen yang sesuai

5) Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian

6)

7) F ) C ) asi ataupun
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.uﬁ yang tinggi, teknologi
canggih, didukung ole ‘ 3 an ang luas, dan sudah banyak
menimbulkan korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang
sangat membahayakan kehidupan masyarakat bangsa dan Negara sehingga
Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai

dengan perkembangan situasi dan kondisi yang berkembangan untuk

menaggulangi dan memberantas tindak pidana narkotika.
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Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan.

Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik

-y
I=4
o
o

ALy

A. Barang Sitaan Narkotika Di Kabupaten Lamongan Dilakukan Oleh
Kejaksaan Negeri Lamongan selaku eksekutor dalam pelaksanaan
putusan Hakim Polda Riau Lamongan. Dalam pelaksanaan pemusnahan
barang sitaan di Kabupaten Lamongan, pelaksanaan pemusnahan barang
sitaaan narkotika di Kejaksaan Negeri Lamongan dilakukan di halaman

kantor Kejaksaan Negeri Lamongan dengan dihadiri saksi-saksi dari
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beberapa instansi yang berhubungan dengan barang yang akan

dimusnahkan. Proses pemusnahan barang sitaan narkotika dimulai dari

proses inventaris yang selanjutnya akan dilanjutkan pengelompokan

Kejaksaan Kota Pekanbaru dilain sisi juga ketiadannya sanksi tegas
terhadap pelaksanaan pemusnahan yang tidak sesuai dengan aturan yang
berlaku. Ketiadaannya alat incinerator atau alat khusus untuk melakukan
pembakaran yang digunakan untuk proses pemusnahan barang sitaan

narkotika di Kabupaten Lamongan yang ramah lingkungan.
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b. Faktor Penegakan Hukum
Pemusnahan dilakukan oleh Kejaksaan Negeri Lamongan setiap

tahunnya dan beranggapan bahwa pemusnhahan yang dilakukan tersebut

yang mengatur tentang
pemusnahan barang bukti narkotika di Indonesia. Kemudian dapat
disimpulkan bahwa proses pemusnahan barang bukti dalam UU No.
35 Tahun 2009 adalah melalui 3 tahapan yaitu : penyitaan,

penatausahaan barang bukti, pemusnahan barang bukti. (herman,

2017, p. 137)
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E. Konsep Operasional
Untuk mengetahui kesalahpahaman pada penelitian ini, maka penulis

merasa perlu memberikan batasan pengertian sesuai judul penelitian tersebut di

tercapai an dari kelompok

individu u

CAin=y

berbagai cara

engan  fisiknya

disita, yaitu:

a. benda atau tagihan tersangka atau terdakwa yang seluruh atau sebagian

diduga diperoleh dari tindakan pidana atau sebagai hasil dari tindak pidana

b. Dbenda yang telah dipergunakan secara langsung untuk melakukan tindak
pidana atau untuk mempersiapkannya benda yang digunakan untuk

menghalang-halangi penyelidikan tindak pidana
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c. benda yang khusus dibuat atau diperuntukkan melakukan tindak pidana

benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana yang

dilakukan,

pemusnahan barang bukti tindak ptdana narkotika di Kepolisian Daerah Riau

(Syafrinaldi, 2012, p. 14).

2. Lokasi Penelitian
Penelitian ini dilakukan pada Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau
yang beralamat di jl. Prambanan No. 10 pekanbaru, alasan untuk meneliti ini

dikarenakan ingin mengetahui pelaksanaan pemusnahan barang bukti tindak
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pidana Narkotika di Kepolisian Daerah Riau karena bisa dikatakan bahwa

peredaran narkotika tersebut masih terjadi meskipun telah diberikan sanksi

yang tegas oleh penegak hukum (Soekanto, Pengantar Penlelitian Hukum,

kan penelitian

ni, maka yang

A<}
. 1-.‘4. 9""‘

i

menjadi [ agai berikut :
No.
1.
2.
3.
dan zat adiktif lainnya ke
Riau
Jumlah 3 3

Sumber : Data Olahan Tahun 2021
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4. Data serta Sumber Data

Data yang dipakai didalam observasi ini pun mencakup dari data primer

5. Alat Pengumpul Data

Teknik yang dipergunakan penulis dalam mengumpulkan data yang
diperlukan dalam peneltian adalah sebagai berikut wawancara, yaitu dengan
mengadakan Tanya jawab dengan Direktur Reserse Narkoba Polda Ria, Kabag
Bin Ops Nal Reserse Narkoba Polda Riau dan Penyidik Bagian Penegakan
Hukum Direktorat Reserse Narkoba Polda Riau.

6. Analisa Data dan Penarikan Kesimpulan
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Data yang diperoleh dari wawancara kemudian penulis kumpulkan dan
diklasikasikan menurut bentuk dan sifatnya. Setelah terkumpul kemudian

diolah. Setelah diolah kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat.

pendapat para
ahli yang te eds njauan kepus eda lalam kesimpulan
sesuaikan pada

lokasi tempat peneliti . ~ erupa subjek dan
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TINJAUAN UMUM

A. Tinjauan Umum Tentang Pemusnahan. Barang Bukti
1. Pengertian Barang Bukti.

Dalam perkara pidana dikenal istilah barang bukti yang apabila kita teliti
dalam ' perundang-undangan. . formil kita, ternyata- tidak tidak ditemukan
pengertian atau perumusannya. Andi Hamzah menyatakan bahwa barang bukti
dalam pekara pidana, yaitu barang mengenai mana delik; dilakukan (objek
delik) dan barang dengan mana delik dilakukan, misalnya pisau yang dipakai
untuk menikam orang. Termasuk juga barang bukti ialah hasil dari delik,
misalnya uang negara yang dipakai (korupsi) untuk membeli rumah pribadi
maka rumah itu merupakan barang bukti atau hasil suatu delik/tindak pidana.

Namun dalam HIR Pasal'63 sampai*67 HIR disebutkan, bahwa “barang-
barang yang dapat digunakan sebagai bukti, dapatlah dibagi atas:

1. Barang yang merupakan objek peristiwa pidana;
2. Barang yang merupakan produk peristiwa pidana;

3. Barang yang digunakan sebagai alat pelaksana peristiwa pidana;
4. Barang-barang yang terkait-didalam peristiwa pidana.

Barang bukti adalah hasil serangkaian tindakan penyidik dalam penyitaan
dan atau penggeledahan dan atau pemeriksaan surat untuk mengambil alih dan
atau menyimpan di bawah penguasaannya benda bergerak atau tidak bergerak
dan atau berwujud dan tidak berwujud untuk kepentingan pembuktian dalam

penyidikan, penuntutan dan peradilan
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Ketentuan dalam mendapatkan barang bukti telah dimuat didalam
KUHAP. Penyidik sebagai pihak yang berwenang terhadap penemuan barang

bukti harus mengikuti ketentuan KUHAP dengan cara-cara memperoleh barang

P dan Pasal

al 128 sampai

dan Pasal 131

an badan dan

barang- barang yang diperlukan untuk pembuktian suatu tindak pidana, maka
terhadap barang-barang yang ditemukan tersebut dilakukan penyitaan. Barang-
barang yang bisa dilakukan penyitaan menurut pasal 39 KUHAP adalah:

Benda atau tagihan yang diduga berasal dari tindak pidana.
Benda-benda yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.

Benda yang dipakai menghalang-halangi penyidikan tindak pidana.
Benda yang khusus dibuat atau dperuntukkan melakukan tindak pidana.
Benda lain yang mempunyai hubungan langsung dengan tindak pidana.

oo E
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Berdasarkan barang yang bisa dilakukan penyitaan di atas Pasal 45
KUHAP menyatakan bahwa:

1. Apabila benda yang dapat lekas rusak atau membahayakan sehingga tidak

3.

4 sebagian kecil
-4 (empat) Pasal

38 sampai p bila perkara sudah

diputus, mak Q' ikan kepada orang

atau kepada mere QQ an.tersebut kecuali jika menurut

putusan hakim benda ‘ ‘ ara, untuk dimusnahkan atau

untuk dirusakan.

Pada hakikatnya barang bukti yang di peroleh akan dikelola oleh
penyidik dan pejabat yang berwenang sesuai ketentuan yang ada. Pada
Prinsipnya Pengelolaan barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian

berdasarkan Pasal 3 Peraturan Kepala Polisi ada 5, yaitu:
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1. Legalitas, yaitu setiap pengelolaan barang bukti harus sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Transparan, yaitu pengelolaan barang bukti dilaksanakan secara terbuka;

ng berwenang atas
jenis baran i £¢ an yang berkaitan

kedalam ranah

yang termasuk kedalam jenis narkotika dan prekursor narkotika akan di rampas
oleh Negara dan akan dimusnahkan berdasarkan keputusan hakim yang
mengadili perkara narkotika tersebut.

Pemusnahaan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk memusnahkan
barang sitaan, yang pelaksanaannya dilakukan setelah ada penetapan dari

Kepala Kejaksaan Negeri setempat untuk dimusnahkan dan disaksikan oleh
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pejabat yang mewakili, unsur Kejaksaan, Kementerian Kesehatan dan Badan

Pengawas Obat dan Makanan. Dalam hal apabila pejabat tersebut tidak bisa

hadir, maka pemusnahan disaksikan oleh pihak lain, yaitu pejabat atau anggota

‘.‘

LT

dilan dilakukan

dimungkinkan,

Anea

e
Di samping itu . 7
adanya penetapan dari Kepala kejaksaan Negeri yang isinya memerintahkan
untuk dimusnahkan tertera jelas pada Pasal 21 ayat (2) Peraturan Kepala
Polisi No. 10 Tahun 2010 tntang Tata Cara Pengelolaan Barang Bukti.
Adapun cara pemusnahannya dilakukan oleh penyidik polri dengan

disaksikan oleh pejabat yang mewakili kejaksaan, kementerian Kesehatan dan

penyidik PNS yang menguasai barang sitaan, Apabila dalam keadaan tertentu
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misalnya karena kondisi tempat kejadian perkara tidak memungkinkan untuk

menghadirkan pejabat instansi terkait secara lengkap, maka pemusnahan

cukup disaksikan pejabat dari tempat kejadian perkara bersangkutan.

35 Tahun 2009 tentang Narkotika 2butkan yaitu narkotika adalah zat atau
obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun
semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran,
hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat
menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan
sebagaimana terlampir dalam Undang- undang ini atau yang kemudian

ditetapkan dengan keputusan Menteri Kesehatan.
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Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika menjelaskan,

Narkotika digolongkan kedalam tiga golongan:

1. Narkotika Golongan I. Narkotika Golongan satu hanya dapat digunakan
untuk tujuan‘pengembangan_ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam
terapl, serta. mempunyai_  potensi.  sangat tinggi  mengakibatkan
ketergantungan. Contoh: heroin, ‘kakain; daun kokain, opium, ganja, jicing,
katinon, MDMD A/Ecstasy dan lebih dari 65 macam jenis lainnya.

2. Narkotika Golongan II: Narkotika golongan dua, berkhasiat untuk
pengobatan digunakan sebagai pilihan terakhir dan dapat digunakan dalam
terapi danfatau untuk tujuan pengembangan _ilmu pengetahuan serta
mempunyai potensi tinggi mengakibatkan ketergantungan. Contoh: Morfin,
petidin, fentanil, metadon, DII.

3. Narkotika Golongan MI: Narkotika golongan tiga adalah narkotika yang
memiliki daya adiktif ringan, tetapi bermanfaat dan berkhasiat untuk
pengobatan dan penilitian. Golongan tiga ini banyak digunakan dalam terpi
dan/atau untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan serta mempunyai
potensi ringan mengakibatkan ketergantungan. Contoh: codein, buprenorfin,
etilmorfina, kodeina, nikokodina, polkodina, propiram dan ada 13 (tiga
belas) macam termasuk beberapa campuran lainnya.

Pembentukan Undang-Undang Narkotika memiliki empat tujuan, yakni:

1. Menjamin ketersediaan narkotika untuk kepentingan pelayanan kesehatan
dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

2.Mencegah, melindungi dan menyelamatkan bangsa Indonesia dari
penyalahgunaan narkotika.

3. Memberantas peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika.
4. Menjamin pengaturan upaya rehabilitasi medis dan sosial.
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2. Tindak Pidana Narkotika dalam Undang-undang Narkotika

Tindak pidana narkotika diatur dalam Undang-undang No. 35 Tahun
2009 tentang Narkotika. Pembentukan undang-undang ini di dasarkan pada
pertimbangan_anatara lain,-bahwa narkotika di satu sisismerupakan obat atau
bahan yang bermanfaat di bidang pengobatan atau pelayanan kesehatan dan
pengembangan ilmu pengetahuan, :dan: disisi. lain dapat pula menimbulkan
ketergantungan yang sangat merugikan apabila disalahgunakan tanpa
pengendalian dan pengawasan yang ketat dan saksama. Dipertimbangkan pula
bahwa, tindak pidana narkotika telah bersifat transnasional yang dilakukan
dengan menggunakan modus operandi Yyang tinggi, teknologicanggih,
didukung oleh jaringan organisasi yang luas, dan sudah banyak menimbulkan
korban, terutama di kalangan generasi muda bangsa yang sangat
membahayakan kehidupan masyarakat bangsaidan Negara sehingga Undang-
Undang Nomor 22 Tahun 1997 tentang Narkotika sudah tidak sesuai dengan
perkembangan situasi dan kondisi yang berkembangan untuk menaggulangi

dan memberantas tindak pidana narkotika.

Tindak pidana narkotika sebagaimana yang tercantum dalam Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika merupakan suatu kejahatan.
Hal ini dapat dilihat pada penggolongan kejahatan berdasarkan karakteristik
pelaku kejahatan sebagai kejahatan terorganisasi. Kejahatan Terorganisasi
menurut Pasal 1 angka 20 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang
Narkotika adalah kejahatan yang dilakukan oleh suatu kelompok yang

terstruktur yang terdiri atas 3 (tiga) orang atau lebih yang telah ada untuk suatu
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waktu tertentu dan bertindak bersama dengan tujuan melakukan suatu tindak

pidana Narkotika.

3. Pengertian Prosedur

Prosedur berasal dari bahasa Inggris “Procedure” yang bisa diartikan
sebagai cara atau tata cara. Akan tetapi kata procedure lazim digunakan dalam
kosakata Bahasa Indonesia dengan Kata prosedur.. Pengertian prosedur menurut
Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan sebagai berikut:
1) Tahap kegiatan untuk menyelesaikan suatu aktivitas
2) Metode langkah demi langkah secara pasti dalam memecahkan suatu

masalah.

Menurut Ida Nuraida, Prosedur adalah urutan langkah-langkah (atau
pelaksanaan pekerjaan), di mana pekerjaan tersebut dilakukan, berhubungan
dengan apa yang dilakukan, bagaimana melakukannya, bilamana
melakukannya, dimana melakukannya.dan siapa yang melakukannya. 22

Pengertian prosedur menurut MC Maryati adalah serangkaian dari
tahapan atau urutan-urutan dan langkah-langkah yang saling terkait dalam
menyelesaikan suatu pekerjaan. Untuk mengendalikan pelaksanaan kerja agar
efisiensi perusahaan tercapai dengan baik dibutuhkan sebuah petunjuk tentang
prosedur kerja. Dalam sebuah prosedur terdapat langkah-langkah yang saling
berkaitan satu sama lain, langkah-langkah ini akan menjadi petunjuk dalam
menyelesaikan permasalahan pada suatu pekerjaan. Di dalam perusahaan
tentunya akan membutuhkan sebuah petunjuk tentang prosedur kerja yang

terdiri dari tahapan-tahapan suatu pekerjaan, karena hal ini dapat menunjang

tercapainya efisiensi perusahaan dengan baik.
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Dari pengertian prosedur diatas dapat disimpulkan bahwa dalam sebuah
prosedur pastinya akan tercantum cara bagaimana setiap tugas dilakukan

berhubungan dengan apa, bilamana tugas tersebut dilakukan dan oleh siapa

erupakan salah

yang sifatnya

Suatu prosedur harus memiliki stabilitas, akan tetapi masih memiliki
fleksibilitas

3 Prosedur harus mengikuti zaman (up to date)

Adapun prinsip-prinsip prosedur menurut MC Maryati adalah sebagai

berikut:
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1. Sebuah prosedur kerja yang baik prinsipnya adalah sederhana, tidak terlalu
rumit, dan tidak berbelit-belit.

2. Prosedur kerja yang baik, akan mengurangi beban pengawasan karena

menghemat

kegiatan

2. Prosedur harus diterangkan oleh seorang penanggung jawab

3. Prosedur harus dijalankan dengan menggunakan acuan berupa dokumen-
dokumen terkait

4. Prosedur harus diaplikasikan dengan menggunakan berbagai macam bahan,

alat dan juga dokumen yang sesuai
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5. Prosedur harus dilengkapi dengan informasi ataupun catatan pengendalian

6. Prosedur harus dilengkapi dengan lampiran-lampiran yang sesuai

7. Prosedur harus dikontrol dengan menggunakan dokumentasi ataupun

dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna
menemukan tersangkanya.

M. Yahya Harahap (2000:109) menyatakan tindakan penyelidikan
penekanan diletakkan pada tindakan "mencari dan menemukan™ sesuatu
"peristiwa" yang dianggap atau diduga sebagai tindak pidana. Pada penyidikan,

titik berat tekanannya diletakkan pada tindakan "mencari serta mengumpulkan

47



bukti" supaya tindak pidana yang ditemukan dapat menjadi terang, serta agar
dapat menemukan dan menentukan pelakunya.

Menurut Barda Nawawi Arief bahwa:11”Perundang-undangan yang telah
ada selama ini- sudah  mengatur struktur.organisasi (termasuk syarat-syarat
pengangkatan pejabat) dari badan/lembaga penuntut umum (kejaksaan) dan
badan/lembaga pengadilan,-tetapi. belum ada undang- undang yang khusus
mengatur mengenai Struktur organisasi badan atau lembaga penyidikan sebagai
bagian (sub sistem) dalam proses penegakan hukum pidana. Undang- undang
seyogianya menegaskan siapa kepala/penanggung jawab dari badan/lembaga
penyidikan ini. Di samping itu, walaupun ada beberapa pejabat yang dapat
ditunjuk sebagai pejabat penyidik, undang-undang seyogianya menegaskan
hanya ada satu pejabat puncak yang berwenang mengangkat penyidik itu.
Pengangkatan/penunjukan, satu pejabat puncak .itu bisa saja didasarkan
pengusulan dari berbagai instansi/departemen/pejabat terkait. Patut pula
dikemukakan bahwa peraturan perundang-undangan tentang struktur organisasi
badan/lembaga “penyidik  itu seyogianya . juga dilengkapi dengan
mekanisme/prosedur tata kerja yang terpadu. Bertolak dari manajemen terpadu,
seyogianya semua proses penyidikan lewat “’satu pintu/koordinasi”, agar semua
data tentang proses penyidikan tidak tersebar di berbagai instansi tetapi tercatat
(terdokumentasi/terinventarisasi) disatu badan/lembaga agar memudahkan

koordinasi, pengawasaan dan monitoring”.

Kebijakan legislatif atau perundang-undangan tentang badan atau

lembaga penyidik ini juga harus disusun sedemikian rupa sehingga merupakan
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satu kesatuan yang integral dengan keseluruhan kebijakan proses penegakan
hukum pidana termasuk pada jiwa/perundang-undangan tentang lembaga
penyidik. Pasal 109 ayat (1) KUHAP mengatur bahwa dalam hal penyidik telah
mulai melakukan penyidikan.suatu peristiwa yang merupakan tindak pidana,
maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum dalam bentuk
surat yang disebut Surat Pemberitahuan-Dimulainya Penyidikan(SPDP).Setelah
itu, Kepala Kejaksaan Negeri segera menunjuk salah seorang Jaksa sebagai
Jaksa Penuntut Umum melalui sebuah penetapan yang disebut "P-16". Sejak
saat itu penuntut umum Yyang ditunjuk untuk mempersiapkan segala
sesuatunya,  mempersiapkan penuntutan | dan__mestinya dapat mulai
berkoordinasi dengan penyidik sebagai perwujudan sistem  peradilan pidana
terpadu (integrated criminal justice system). Pasal 110 ayat (4) KUHAP
selanjutnya di dalam menetapkan bahwa penyidikan dianggap telah selesai
apabila dalam waktu 14 (empat belas) hari penuntut umum tidak
mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut
berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu.dari penuntut umum kepada
penyidik, Ini berarti bahwa penuntut umum mempunyai waktu 14 (empat
betas) hari untuk meneliti berkas perkara hasil penyidikan, dan apabila ternyata
menurut penuntut umum berkas tersebut belum lengkap, penuntut umum dalam
waktu 14 hari masih bisa mengembalikan berkas tersebut kepada penyidik

untuk dilengkapi.

Selanjutnya Pasal 138 ayat (1) KUHAP menetapkan bahwa "Penuntut

umum setelah menerima hasil penyidikan dari penyidik segera mempelajari
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dan mencitainya dan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari wajib memberitahukan
kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah lengkap atau belum.
Ketentuan ini juga mengindikasikan bahwa jangka waktu penelitian dan
pengembalian.hasil penyidikan dari penuntut umum kepada penyidik adalah 7
hari. Dalam praktiknya, penyidik sering mengeluhkan bahwa untuk kasus
tertentu yang tingkat kesulitannya. tinggi, jangka waktu penyampaian kembali
berkas ‘perkara dari penyidik kepada penuntut umum. setelah prapenuntutan
dengan batas waktu 14 hari dinilai belum cukup karena alasan tingkat

kesulitannya tinggi.

Demikian puja pada kasus lainnya karena dikejar jangka waktu 14 hari
tersebut, maka penyidik terpaksa harus ' menyerahkan kembali hasil
penyempurnaan berkas perkara seadanya kepada penuntut umum dan sudah
pasti hasilnya. dikembalikan; lagi, kepada“penyidik dengan catatan kurang
sempurna atau kurang lengkap. Hal itu berulang empat sampai dengan lima
kali karena memang dalam KUHAP. tidak ada ketentuan yang membatasi
berapa kali prapenuntutan boleh dilakukan Pasal 138 ayat (1) KUHAP
menetapkan bahwa "Penuntut umum-setelah menerima hasil penyidikan dari
penyidik segera mempelajari dan menelitinya dan dalam kurun waktu tujuh
hari wajib memberitahukan kepada penyidik apakah hasil penyidikan itu sudah
lengkap atau belum™. Pasal 138 ayat (2) KUHAP mengatur bahwa jika ternyata
hasil penyidikan belum lengkap,berkas perkara tersebut dikembalikan kepada
penyidik, dan penyidik dalam waktu 14 (empat belas) hari sudah harus

menyampaikan kembali berkas tersebut kepada penuntut umum. Ketentuan di
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atas nampak kurang sinkron dengan Pasal 110 ayat (4) KUHAP dimana dalam
penafsiran batas waktu penuntut umum untuk meneliti berkas, mengembalikan
ke penyidik, dan batas waktu penyidik untuk menyempurnakan adalah 14
(empat belas) hari, Olehnyaitu, perlu dilakukan revisi agar terjadi sinkronisasi
serta diharapkan aturan dalam KUHAP memberikan kepastian dan keleluasaan
waktu bagi penyidik untuk «melengkapi sberkas perkara dan menyerahkan
kembali kepada penuntut umum. Pasal 138 ayat (2) KUHAP dikenal kode P-
19, yaitu bahwa jika hasil penyidikan ternyata dinilai penuntut umum belum
lengkap,maka penuntut umum mengembalikan berkas perkara kepada penyidik
disertai petunjuk tentang hal yang harus dilengkapi. Dalam prakteknya,
seringkali yang terjadi pengembalian berkas perkara dari penuntut umum
kepada penyidik tidak disertai dengan P-19 sehingga menyulitkan bagi
penyidik untuk mencariapa yang harus dilengkapi. Fenemena ini berakibat
pada bolak baliknya berkas perkara dari penuntut umum ke penyidik sehingga

menghambat proses penyelesaian perkara.

Olehnya itu, ‘perlu adanya ketegasan.aturan dalam KUHAP tentang
konsekuensi yuridis jika“ prosedur: pengembalian disertai P-19 tidak
dilaksanakan. Demikian halnya ketegasan aturan dalam KUHAP mengenai
konsekuensi yuridis jika dalam batas waktu yang ditentukan penyidik tidak

menyerahkan kembali berkas hasil penyempurnaan kepada penuntut umum.

Pasal 131 ayat (3) RUU KUHAP memuat kewenangan baru bagi
penuntut umum yang berupa 'penyidikan tambahan' bilamana pihak penyidik

tidak mengembalikan/menyerahkan berkas hasil penyempurnaan untuk
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dilengkapi ke penuntut umum. Hal ini sejalan dengan prospek RUU Kejaksaan
(Pengganti UU No.5 Tahun 1991) dimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf e yang

mana mengatur kewenangan JPU untuk melakukan 'Penyidikan Lanjutan'.

praperadiian
terdapat ek dan obyek praper: 1. Suk rdiri dari pihak
yang dapat mengaj .' lile tersangka atau
ahii warisnya, da T ang K bent pihak yang dapat

obyek

lingkup ini dinilai terlalu sempit karena tidak menjangkau tidak sahnya upaya
paksa lainnya yang dilakukan oleh penyidik atau penuntut umum seperti tidak

sahnya pemeriksaan, tidak sahnya penggeledahan dan lain-lain.

Barang bukti mempunyai nilai/fungsi dan bermanfaat dalam upaya
pembuktian, walaupun barang bukti yang disita oleh petugas penyidik tersebut

secara yuridis formal bukan sebagai alat bukti yang sah menurut KUHAP.
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Akan tetapi, dalam praktek peradilan barang bukti tersebut ternyata dapat
memberikan keterangan yang berfungsi sebagai tambahan dari alat bukti yang

sah dalam bentuk keterangan saksi, keterangan ahli, maupun keterangan

(2) dinamake y sebaga ) k kepentingan
etapi tidak ada

eran dan fungsi

pi dalam praktik
penegakan ‘ ata empunyai manfaat
dalam upaya pe dapat berfungsi sebagai

sarana untuk < mempg /3 Hakim (Pasal 181

Ratna N.A (1987:71) menyatakan bahwa : Apabila penyitaan hanya
diperuntukkan bagi kepentingan pembuktian sebagaimana yang dimaksud
KUHAP, berarti benda tersebut diperlukan hanya untuk memperkuat dakwaan
penuntut umum dan untuk membentuk keyakinan hakim di persidangan atas

salah satu tidaknya dakwaan. Padahal sebetulnya walaupun terdakwa diputus

bebas oleh hakim karena kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan
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kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan atau hakim memutuskan
lepas dari segala tuntutan hukum karena perbuatan tersebut bukan merupakan
tindak pidana, akan tetapi berdasarkan Pasal 194 ayat (1) KUHAP barang bukti
dapat dirampas untuk kepentingan hukum.atau dimusnahkan atau dirusakkan

dan sehingga tidak dapat dipergunakan lagi". (N.A, 1987, hal.71)

C. Tinjauan'Umum TentangPolda Kota Pekanbaru

Dalam. penegakan hukum di kota pekanbaru peran Kepolisian Daerah
melakukan segala upaya dalam mempertahankan keamanan, memberikan
perlindungan, serta memberikan Pembina terhadap warga dan pelaku tindakan
criminal. Hal ini bertujuan agar kota pekanbaru tingkatan kejahatan yang terjadi
dapat di minimalisir agar kota pekanbaru menjadi aman.

Penerapan aturan telah, diberlakukan sesuai dengan Perundang-undangan
yang berlaku di Negara republic;Ilndonesia ini-Dari aturan berupa teguran hingga
peraturan tindak pidana diterapkan kepada pelaku tindak kriminal. Pemberian
hukum tentu berdasarkan yuridiksi serta. patokan yang telah terorganisir sesuai
yang tercantup dalam perundang-undangan tindak pidana.

Kepolisian Daerah (Polda) Riau melaksanakan pemusnahan barang bukti
narkoba jenis sabu seberat 80,24 kilogram (kg) dan 68.636 butir ekstasi. Barang
bukti tersebut merupakan hasil dari penangkapan 12 tersangka yang dilakukan
oleh Polda Riau.

Dalam pemusnahan tersebut, Kapolda Riau, Irjen. Pol. Agung Setya Imam
Effendi, S.H., S.1.LK., M.Si.memimpin langsung kegiatan tersebut didampingi oleh

Danlanal Dumai Kolonel Himawan, Kepala Bea Cukai Roni, Kabid Berantas
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BNNP Kombes Berliando, Dir Resnarkoba Kombes Victor, Kabid Humas
Kombes Narto serta perwakilan dari Kejaksaan Negeri.

“Polda Riau melakukan pemberantasan Narkoba ini dengan strategi yang

i TNI-AL dari Lanal

‘|\$““ .a qting dalam

baru untuk pen

Kapolda F nguca ') i la D ai, Bea cukai

Para pelaku Narkoba yang terjerat hukum dengan cepat dan singkat mereka
sudah mendapatkan pengacara. Kapolda Riau menyatakan, “Artinya mereka
melawan dengan menyiapkan cara legal yang diakui oleh negara. Polda Riau
juga akan antisipasi agar tidak ada kelemahan dalam penyidikan dan penegakan

hukum agar tidak ada celah yang dimanfaarkan kubu Pengedar Narkoba
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sehingga bisa bebas demi hukum. Semangat untuk pemberantasan narkoba akan
selalu kita gelorakan.”

1. Sejarah Kepolisian Daerah Riau

58, Riau yang
berstatus pinsi  Sumatra
Tengah. Lu an sejumlah pulau
dan pendu sebelah utara
berbatasan jan Provinsi a matra Barar, di
selatan dengan‘Ja en( elat Ma % at Singapura dan

Laut Cina Sels

Kepolisian. Pada saat itu sedang memuncaknya pergolakan PDRI. Pemerintah
kemudian membentuk RTP (Resimen Tim Pertempuran), yang dalam waktu
singkat berhasil menguasai seluruh Riau Daratan. RTP mendarat di Pekanbaru
dalam rangka operasi "Tigas" dan mengisi kekosongan kepemimpinan aparat
keamanan. Sehingga pada tahun 1958, KASAD selaku penguasa Perang Pusat

menunjuk Mayor PM Purnomo sebagai pemimpin sementara kepolosoan Riau.
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Sementara waktu di Jawatan Kepolisian Negara mengirim Tim Kepolisian
yang di pimpin oleh Komisaris Polisi Tingkat | R.Moedjoko. Kepolisian
Komisaris Riau saat itu terdiri dari Polres Kampar yang bermakas di Pekanbaru
dan tugasnya meliputi Kabupaten Kampar. serta kota Praja Pekanbaru, Polres
Indragiri Bermarkas di Rengat meliputi Kabupaten Indragiri, Polres Bengkalis
bermarkas di Bengkalis meliputiKabupaten; Bengkalis, dan Polres Kepulauan
Riau bermarkas di Tanjung Pinang meliputi Kepulauan Riau. Berdasarkan Surat
Keputusan Perdana Menteri No Pol 75/71/1958/PM tertanggal 26 Maret 1958,
ditetapkan Komisaris Besar Polisi R. Sadikoen.sebagai Kepala Kepolisian
Komisariat Riau yang berkedudukan di Tanjung Pinang. Tugas utamanya antara
lain, melakukan konsolidasi personil dalam ‘rangka realisasi pembentukan
Kepolisian Komisariat Riau, menyempurnakan organisasi secara bertahap, dan
meneruskan koordinasi "Tim_bantuan Kepolisian” terhadap komando operasi
militer daerah Riau.

Di awal terbentuknya Kepolisian Komisariat Riau yang menjad modal
pertama adalah anggota polisi yang berada di daerah.Riau. Setelah di bentuk, pada
Juli 1958, KPKOM ( Kepala Polisi. Kemisariat) Riau langusng mengambil
langkah-langkah dan kebijakan dalam rangka menyusun dan melengkapi
organisasi Kepolisian Komisariat Riau, dengan memindahkan beberapa anggota
dari kantor Polisi Resort Kepulauan Riau ke kantor Kepolisian Komisariat Riau.
Di samping kekurangan tenaga pegawai, sangat terasa pula Kepolisian Komisariat
Riau kekurangan logistik dan perumahaan. Kantor pun harus menumpang pada

kantor Kepolisian Resort Kepulauan Riau.
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Guna menampung para polisi yang datang dari luar daerah, kepala Polisi
Resort Kepulauan Riau meminjamkan sebuah rumah kopel, yang kemudian di
kenal dengan mess | dan mess Il. Dengan kelaurnya otoritasi noodinkwartening
tahun 1958, makassecara berangsur-angsur dapat diselesaikan sejumlah bangunan,
berupa satu bangunan semi permanent, terdiri dari 12 ruangan untuk kantor Polisi
Komisariat Riau dan lima rumahi'semi permanent untuk perumahan kader dan
pada kepala bagian, yang semuanya terletak di JI. Kijang Tanjung Pinang.

Pada 20 Januari 1959 terjadi lagi perkembangan baru. Berdasarkan Surat
Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No Des 52/1/44/25
tanggal 20 Januari 1959, ditetapkan secara formal Pekanbaru sebagai ibu kota
daera Swatantra tingkat | Riau. Konsekwensi dari keputusan. itu semua Jawatan
dan Dinas Pemerintah Tingkat | Riau beserta personil dan peralatannya harus
dipindahkan dari = Tanjung~Pinang ke Pekanbaru. Guna ~menampung segala
persoalan berkenaan dengan keputusan kepindahan Ibu Kota Propinsi Riau
tersebut keluarlah Keputusan Perdana Menteri No 389/PM/59 tanggal 22 Agustus
1959. Panitia Interde Partemental Negeri dan untuk.tingkat daerah, yaitu Daerah
Riau Daratan dan lautan ‘masing-masing..diketuai oleh peperda dan KDMR
(Peperda= Penguasa perang daerah, KDMR = Komando Daerah Maritim Riau).

Dalam rangka persiapan pemindahan Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang
ke Pekanbaru, KPKOM Riau menunjuk Kepala Polisi kabupaten Kampar KP Tk |
R Rochjat Winatakusuma, untuk duduk dalam kepanitian inter departemental
daerah di Pekanbaru, mewakili KPKOM, untuk menghadapi segala sesuatu yang

menyangkut Kepolisian dalam panitian tersebut. Di samping itu, Kepala Polisi
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Kabupaten Kampar mengkoordinir Polisi Riau darat yang meliputi Indragiri,
Bengkalis, dan Kampar.

Realisasi pemindahan para pegawai Polisi Komisariat dari Tanjung Pinang
ke Pekanbaru dilakukan dari=Februari hingga Maret 1960. Tahap pertama 13
orang dan tahao kedua 85 orang, termasuk tiga orang KPKOM Kombes Pol R
Sadikun ' KPKOM Riau, AKBP=H Hutabarat,,dan KP Tk Il MK Situmorang.
Pemindahan pegawai Qelombang kedua dilakukan™ September,Oktober, dan
Nopember 1960. Tahap pertama sebanyak 36 orang, tahap kedua 11 dan tahap
tiga 7 orang. Meski demikian Polisi Kemisariat Riau tetap memiliki dua Kantor,
di Pekanbaru dan Tanjung Pinang. Namun, di Tanjung Pinang disebut perwakilan.
Tugasnya, mewakili KPKOM Riau dalam hubungan keluar, mengkoordinir
pekerjaan rutin bagian-bagian, menerima/ meneruskan surat-surat yang bersifat
prinsipil kepada KPKOMRiau, dan meneruskan pelaksanaan pemindahan
pegawai dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru.

Barulah di akhir tahun 1960 hampir kegiatan kepolisian komisariat Riau
berjalan di Pekanbaru, sekalipun sebagian pegawai masih ada tinggal di Tanjung
Pinang. Sebab itu jabatan-jabatan.koordinator.Kepolisian daerah Riau Daratan dan
Perwakilan KPKOM Tanjung Pinang dihapuskan. Pelaksanaan pemindahan dari
Tanjung Pinang ke Pekanbaru berakhir pad tanggal 26 Juni 1961. Semua barnag
yang tersisa diangkut dengan kapal laut dan pesawat udara AURI. Setelah selesai
pemindahan seluruh pegawai dan peralatan dari Tanjung Pinang ke Pekanbaru,
persoalan baru muncul lagi. Kantor dan perumahana yang ada tidak cukup untuk

seluruh pegawai. Akibatnya, kantor kepolisian Komisariat Riau terpencar di
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empat tempat, KPKOM dan wakilnya, berikut Kabag I dan Il menempati kantor
yang di peruntukan bagi kantor Polres Kampar di JL Bangkinang (sekarang
Polresta Pekanbaru di JI. A yani). Kabag Il dan V beserta stafnya berkantor di
kompleks kantor gubernur. Kabag. IV dan stafnya berkantor.di JI Rintis. Kabag 1V
dan kepala bagian keuangan berkantor di JI. Pintu Angin.

Dengan . terpencar-pencarnya [ fokasi sperkantoran tersebut, kepolisian
komisariat riau merencanakan pembangunan markas terpadunya. Hanya saja biaya
pembangunan kompleks perkantoran yang disediakan panitia sangat minim, yakni
Rp 5,5 juta, untuk membangun gedung yang bersifat semi permanent. Akhirnya,
KPKOM Riau Kombes Sadikoen memperjuangkan tambahan anggaran menjadi
Rp 30 juta, guna membangun gedung permanen. Sayangnya, usulan itu tidak
dikabulkan. Tahun 1962, kantor kepolisian komisariat dipindahkan ke bangunan
yang diperuntukkan bagi perwakilan P dan K Propinsi Riau. Sejak itu hingga
sekarang markas kepolisian Riau berada di tempat ini.

Meski dalam kondisi terbatas Kepolisian Komisariat Riau berhasil
membentuk pasukan  perintis untuk setiap polres..April 1961 denan keputusan
KPKOM Riau masing-masing . Polres ditetapkan memiliki pasukan perintis
sebanyak dua regu. Pada waktu itu, Kepolisian Komisariat Riau mencakup
wilayah seluruh Propinsi Riau yang luasnya 94.562 Km2, dengan penduduk
berjumlah 1.243.338 orang. Komisariat Riau terdiri dari 4 Resort, yang
membawahi 10 distrik dan 21 sektor.

Setelah 12 tahun menyandang Kepolisian Komisariat, pada 1970 namanya

berubah menjadi Komando Daerah Kepolisian (Kodak) Riau. Bersamaan dengan
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itu Kepala Kepolisian Rl memberikan anugerah Pataka yang bernama "Tuah Sakti
Hamba Negeri”. Pemberian ini berdasarkan surat keputusan No. Pol:

15/SK/KAPOLRI/1970 tanggal 4 februari 1970:

orang isti

b. Sakti

Tuah dan ke-sakti-an itu yang diperoleh, baik sebagai kodrat atau karunia
daripada Tuhan Yang Maha Esa maupun dari Negara rakyat dan Bangsa. Oleh
karena itu maka TUAH dan ke-sakti-an tersebut harus pula di ABDI kan kepada
Tanah Air, Negara dan Bangsa. TUAH SAKTI HAMBA NEGERI, adalah kata-
kata mutiara yang mengandung pengertian dan nilai-nilai filsafah yang tinggi,

yang pernah diucapkan Pahlawan Melayu Laksamana HANGTUAH. Dalam
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hubungan ini, ada ungkapan-ungkapan kata sebagai berikut: "untuk apa mencuri
TUAH, untuk apa mencari SAKTI kalau tidak berguna bagi negeri?" TUAH dan

KESAKTIAN itu terletak dalam PENGABDIAN kepada negeri, kepada nusa dan

komisaris jende < ) umatra, Irjen Pol
Drs Murha gJO0 menganuge » 1 Pangdak IV/Riau

Kombes Po
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BAB 111

HASIL PENELITIAN

dan Surat P aruskan untuk

mengeksek na khususnya
Narkotika. Pekanbaru

dilakukan setelah menda In dari Polda Riau

ada faktor lain yang menjadi hambatan dalam implementasi Pasal 91 Undang-
undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut Pak Teguh Wibowo,
S.H, M.H sebagai Kepala Kejaksaan Negeri Kota Pekanbaru:

“Jaksa wajib melakukan eksekusi terhadap barang bukti sesuai Surat

Nomor B.Jam Pidum B - 3289/L4.13/Enz.1/12/2020. Kejaksaan wajib
melakukan pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari”

Kegiatan pelaksanaan pemusnahan barang bukti ini dilakukan dihalaman

depan kantor Polda Riau Pekanbaru yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Tinggi
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Pekanbaru, Kepala Seksi Barang Bukti dan Rampasan, Kepala Kepolisian, Badan
Narkotika Nasional Provinsi Jateng, Utusan Badan Pengawas Obat dan Makanan,
dan Masyarakat setempat.

Bulan Juli2018, Oktober. 2019, dan.Desember 2019 telah dilakukan
pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, ganja, ekstasi, dan psikotropika.
Barang bukti yang dimusnahkan 'didapatkansdari hasil sitaan Badan Narkotika
Nasional ‘dan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Berdasarkan wawancara yang
dilakukan dengan Bapak Dwi Budianto selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN
Provinsi Jawa Tengah menyatakan bahwa:

“Badan Narkotika Nasional memiliki peran untuk melakukan penyitaan
yang diperoleh dari penyidik dan ditangani sesuai prosedur yang tercantum
dalam Lampiran | Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun
2010. Setiap barang bukti-yang disita, dan- ditemukan harus dimusnahkan
dengan tujuan untuk memberantas penyalahgunaan narkotika.”

Barang bukti dalam kasus Narkotika memiliki peran yang sangat penting
seperti yang dikatakan Adimas Haryo Setyo sebagai Jaksa dan Kasubsi Barang

Rampasan:

“Barang bukti akan memiliki nilai yang sangat penting dan kuat apabila
dikaitkan dengan keterangan terdakwa yang terjadi di persidangan”

Hal ini sesuai ketentuanKitab Undang-undang Hukum Acara Pidana
dimana barang bukti memiliki bukti yang kuat untuk memberikan putusan atau
tuntuntan di persidangan.

Barang bukti dalam pelaksanaan pemusnahan khususnya Tindak Pidana
Narkotika yang diputus Pengadilan mempunyai kekuatan eksekutorial yang wajib
dilaksanakan khususnya Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Bapak Dwi Budianto

mengatakan:
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“Dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus melalui
tahapan yang aman dan sehat serta tidak menyebabkan kerusakan lingkungan
dan gangguan kesehatan bagi masyarakat yang menyaksikan.”

Narasumber dari Badan Narkotika Nasional menjelaskan bahwa seluruh
kegiatan pemusnahan: barang-bukti harus_ditindak sesuai. Standar Operasional
Prosedur (SOP) tanpa mencemari lingkungan.

Badan Narkotika Nasional 'mengemban ;tugas membantu Presiden dalam
mengoordinasikan . instansi - pemerintah terkait penyusunan  kebijakan dan
pelaksanaan kebijakan operasional di bidang pencegahan, pemberantasan
penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, prekursor dan
eksekutor. Selain itu, Narasumber Badan Narkotika Nasional Kota Pekanbaru
selaku Kepala Seksi Penyidikan BNN mengatakan bahwa:

“BNN Kota Pekanbaru memiliki peran penting yang diharapkan dapat
mengurangl penyalahgunaan narkotika, karena BNN merupakan lembaga
pemerintahan yang dikhususkan = untuk . '‘menangani- pencegahan dan
pemberantasan penyalahgunaan: markotika: BNN bekerja sama dengan
Kejaksaan Tinggi Pekanbaru dan Kepolisian Daerah Riau dalam mengeksekusi
pemusnahan barang bukti”

Pencegahan "atau penanggulangan tindak pidana narkotika dengan cara
dimusnahkan merupakan suatu upaya yang ditempuh aparat penegak hukum atau
pemerintah dalam rangka mengurangi penyalahgunaan barang bukti oleh pihak-
pihak yang tidak bertanggung jawab untuk dijadikan bisnis gelap. Pencegahan
peredaran narkotika di dalam negeri, Pemerintah Indonesia telah mengatur
melalui Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Melalui

undang-undang ini, pemerintah berupaya mencegah, melindungi dan

menyelamatkan bangsa Indonesia dari penyalahgunaan narkotika, memberantas
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peredaran gelap narkotika, dan menjamin utuhnya jumlah barang bukti yang
didapat dari hasil tindak pidana khususnya narkotika.

Wawancara yang dilakukan di Kejaksaan Tinggi Pekanbaru yang diwakili

D3 gjaksaan Negeri Kota
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Bagan 1.1
Pelaksanaan Pemusnahan Barang Bukti Narkotika yan
dilakukanKejaksaan Negeri Pekanbaru

&

r
fo)
r

‘\\\\\\\“

N

Berita  Acara
Pemusnahan

Sumber: Diolah dari Administrasi Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Bagan di atas merupakan tahap pelaksanaan eksekusi pemusnahan barang

bukti narkotika yang dilakukan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru. Penjelasan

berdasarkan bagan di atas dapat diartikan tahap pertama dilakukan setelah
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penyidik menyerahkan barang bukti kepada pengadilan untuk dijadikan petunjuk,

setelah pengadilan memutuskan memberikan putusan untuk dimusnahkan dan

putusan tersebut mendapat kekuatan hukum tetap atau inkracht.

setelah proses eksekusi pemusnahan

meliputi:

SouhrwndE

Hari, Tanggal, Bulan, dan Tahun;

Nama pemegang izin pelaksanaan eksekusi;

Jenis barang bukti narkotika yang di eksekusi;
Instansi yang hadir dalam proses eksekusi;

Cara pemusnahan barang bukti;

Tanda tangan pemegang izin pelaksanaan eksekusi.

perjalan, Berita Acara Pemusnahan dibuat
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Setelah Berita Acara Pemusnahan dibuat, Kejaksaan Negeri Pekanbaru
melaporkan langsung kepada Polda Riau Pekanbaru sebagai bukti dan

pertanggung jawaban telah melakukan proses eksekusi pelaksanaan pemusnahan

barang bukti narke dilampirkan di kantor

\ | T\
LSS ) ™
% an kegiatan

—)
»

NS NAL AN

mendapatke
eksekusi kh

Putusa
terdakwa te

penyalahguna
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Tabel 3.1

Putusan Kasus Pengadilan beserta Barang Bukti yang
Dimusnahkan di Dit Reserse Narkoba Polda Riau

BARANG BUKTI
NO| NAMA NOMOR YANG
TERDAKW. PUTUSAN DIMUSNAHKAN
A
196/RES:4:2/2020/Riau | - 30 bungkus shabu seberat
JEFRI (‘Penyitaan) 29.711,45 gram
1. | SAPRIANI Als £/ buah HP-merk
JU Bin SP.Musnah/ LenovoA2010
SYAFRUDIN XI1/RES.4.2/2020/Riau | Wwarna hitam
(Pemusnahan) = 1 buah HP merk LG type
B220 warna hitam
196/RES.4/2020/ Riau | - 1 kantong plastik klip
JEFRIZALAIS. (Penyitaan) kecil berisi sabu seberat
2. | PAK AJIBIn 8,605 gram
ZAKARIA SP.Musnah/ - Tube urine
X11/RES.4.2/2020/Riau | - 1 buah HP merk OPPO
(Pemusnahan) - 1 buah'HP merk Polytron
- 2 bungkus shabu seberat
196/RES.4/2020/ Riau| 3,06144 gram
HERMAN (Penyitaan) - 1 buah timbangan
3 | Als.IZAN Bin digital merk
ZULKARNA SP.Musnah/ Uniweigh warna
EN XII/RES.4.2/2020/Ria| SIVer
U (Pemusnahan) - 1 buah ATM Paspor
BCAGold
-1 buah HP merk Nokia

Sumber: Data diterima dari Dit Reserse Narkoba Pekanbaru Polda Riau

Berdasarkan tiga kasus putusan yang telah dicantumkan, terdakwa
melakukan perbuatan melawan hukum yang merugikan diri sendiri, keluarga, dan
Negara yang sangat bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan program

pemerintah  dalam  memberantas  narkotika. = Berdasarkan  putusan

Nomorl96/RES.4/2020/ Riau terdakwa telah melakukan penyalahgunaan
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narkotika golongan 1 jenis tanaman ganja dan jenis sabu serta ekstasi, terdakwa

telah memenuhi unsur pemidanaan dengan ditemukan barang bukti dan saksi.

Berdasarkan putusan pertama Nomor 196/RES.4/2020/ Riau, Bahwa
terdakwa bernama JEFRI SAPRIANI Als JU Bin SYAFRUDIN terbukti secara
sah dan mengaku bersalah melakukan tindak pidana memiliki Narkotika
Golongan I. Berdasarkan.kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti
30 bungkus shabu seberat 29.711,45 gram, 1 buah HP. merk Lenovo A2010 warna
hitam, 1 buah HP merk LG type B220 warna hitam untuk dimusnahkan. Menurut

penjelasan Bapak BRIPKA Ridho Apriza,S.H selaku penyidik mengatakan:

“Dalam putusan tersebut pihak Kejaksaan Negeri Bengkalis dengan nomor
B-3289/L.4:13/Enz.1/12/2020 tanggal 04 Desember 2020 tentang telah
memberi persetujuan atas tindakan pemusnahan barang bukti yang disita dari
tersangka.”

PenjelasanBRIPKA Ridho Apriza,S.H selaku penyidik adalah bahwa
narkotika khususnya jenis shabu ‘harus dimusnahkan dengan cara dibakar.
Pelaksanaan eksekusi dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan
dalam cairan khusus sehingga barang bukti berupa sabu tersebut menyatu dengan
air dan dibuang dalam kleset. yang akan, dibuang dalam Tempat Pembuangan

Akhir yang sudah dijamin keamanannya.

Putusan kedua Nomor 196/RES.4/2020/ Riau Bahwa terdakwa bernama
JEFRIZAL Als. PAK AJl Bin ZAKARIA dinyatakan bersalah penyalahgunaan
narkotika. Berdasarkan kasus tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 1
kantong plastik klip kecil berisi sabu seberat 8,605 gram, 1 buah HP merk OPPO,

1 buah HP merk Polytron, dan 1 Tube urine milik terdakwa dengan pidana

71



tambahan dimusnahkan. Putusan pengadilan yang telah mendapatkan kekuatan
hukum tetap terhadap barang bukti tindak pidana khususnya narkotika wajib
dirampas untuk dimusnahkan atau dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan,
diperjual belikan.kembali untuk.kepentingan.bisnis maupun.ekonomis. Menurut
Ibu BRIPTU Endah Rahmayani, S.Psi dalam eksekusi putusan tersebut

mengatakan:

“Berdasarkan putusan yang disebutkan termasuk dalam penyalahgunaan
narkotika yang berguna untuk diri sendiri, hal ini sudah jelas melanggar
Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Pelaksanaan
eksekusi dalam putusan tersebut dilakukan dengan cara dilarutkan dalam
cairan kKhusus sehingga barang bukti berupa sabu tersebut menyatu dengan air
dan dibuang dalam Kkloset yang akan dibuang dalam Tempat Pembuangan
Akhir yang sudah dijamin keamanannya”.

Berdasarkan putusan ketiga Nomor 490/Pid.Sus/2019/PN.Smg, terdakwa
bernama CHARLIE YULIANTO PUTRA DARI HARTANTO dinyatakan
bersalah dalam penyalahgunaan narkotika _jenis ekstasi. Berdasarkan kasus
tersebut terdakwa ditangkap dengan barang bukti 10 tablet ekstasi warna merah
muda dengan berat keseluruhan 3,06144 gram, 1 buah ATM Paspor BCA Gold 1,
1 buah timbangan digital merk Uniweigh warna silver, 1 buah HP merk Nokia
warna hitam, 1 tube urine milik. terdakwa dan dikenakan pidana tambahan
dimusnahkan. Bapak Supinto Priyono menyebutkan bahwa terdakwa bernama
Charlie Yulianto Putra dari Hartanto dalam putusan tersebut terbukti melakukan
penyalahgunaan narkotika jenis ekstasi atau semacam jenis obat-obatan yang
dilarang oleh pemerintah serta undang-undang. Penyalahgunaan narkotika diatur
dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Menurut

penjelasan Bapak Supinto Priyono mengatakan:
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“Narkotika jenis ekstasi yang didapat dalam barang bukti di atas harus
dilakukan eksekusi pemusnahan dengan cara diblender hingga tidak
membentuk dan dibuang didalam kloset yang sudah disediakan. Kloset
tersebut kemudian dibuang di Tempat Pembuangan Akhir yang sudah dijamin
keamanan serta tidak menimbulkan polusi.”

Terdakwa

019/PN.Smg terbukti

‘ama‘@h&“ n@ at-obatan terlarang

Narkotika ’

p barang bukti
Khususnya otika wajib di
eksekusi de engadilan yang

memiliki ke
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Pemusnahan Bara

periode ke periode. J

Q %‘ ga tidak selalu sama, hal ini karena
dalam satu kasus putusan penga \‘ kadar jumlah yang berbeda-beda,
jenis-jenis yang berbeda-beda dan tidak bisa disamakan. Pelaksanaan pemusnahan
barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Negeri Pekanbaru dilakukan 1-2 Kali
dalam setahun dan pemusnahan ini dilakukan di depan Kantor Kejaksaan Negeri

Pekanbaru. Berikut data barang bukti yang dimusnahkan Dit Reserse Narkotika

Polda Riau :
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Tabel 3.2

Barang bukti yang dimusnahkan oleh Dit Reserse
Narkotika Polda Riau Periode | Bulan Juli 2020

JENIS BARANG BUKTI | JUMLAH
NARKOT

Sabu

G
\I%REHAS I‘_S %

Te ila
MM

Koka
Eksta

Trihe == 41 =288

L -8.60
Hexi iy ] | X
Riklo i 101t
Clona
Dextro
Yarind utir

-141 bu
Sumber:
Po

Berdasarka j an Tinggi Pekanbaru

Reserse Narkotika

pada tanggal 4 Juli e han barang bukti berupa
narkotika dan psikotropika yan gsung oleh Bapak Bakrie sebagai
jaksa dan menjabat sebagai Kepala Seksi Pengelolaan Barang Bukti dan Barang
Rampasan. Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan 321 eksekusi khususnya

narkotika terhadap putusan pengadilan yang telah mendapat kekuatan hukum

tetap.

Pelaksanaan pemusnahan dilakukan dengan menghadirkan Kepala

Kejaksaan Tinggi Pekanbaru, Kepala Polrestabes Pekanbaru, Ketua Polda Riau
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Pekanbaru, Kepala Badan Narkotika Provinsi Riau, dan Kepala Balai Besar POM
Pekanbaru. Barang bukti berupa ganja dimusnahkan dengan cara dibakar, sabu
dengan caradilarutkan dalam air yang didalamnya terdapat cairan khusus, dan
ekstasi dilakukan«dengan cara.diblender. Barang bukti yang dimusnahkan pada
bulan Juli ini adalah Narkotika jenis sabu sebanyak 1,327,885gram dan 294 paket,
ganja sebanyak 129,132 gram,.14 paket dan 1d.linting, tembakau gorila sebanyak
6 gram, MMDA sebanyak 34 paket, dan kokain sebanyak 4 paket. Barang bukti
lain yang dimusnahkan berupa obat keras jenis Trihexi sebanyak 8.608 bultir,
Heximer 3.270 butir, Riklon 101 tablet, Clonazepam 21 butir, Dextro 110 butir,
dan Yarindo berjumlah 10.131 butir. Alat® komunikasi berupa handphone
berjumlah 141" buah  turut dimusnahkan. Bapak  Teguh® Wibowo, S.H,
M.Hmenyebutkan:

“Jumlah sabu yang diterhnkanypada-Bulan Juli 2018 terhitung sangat
banyak dengan total 1,327,885 gram dan 294 paket. Tembakau Gorila
merupakan narkotika yang lebih berbahaya dari ganja biasa, hal ini karena
pembuatannya dilakukan dengan cara mencampurkan bahan kimia yang

sangat berbahaya dan memiliki efek samping yang dapat merusak sistem
saraf dan otak.”

MMDA merupakan narkotika gelongan jenis 1 dan dianggap sejenis
sabu-sabu, narkotika ini memiliki efek yang dapat mempengaruhi nafsu makan,
sistem saraf, suasana hati, serta dapat mengakibatkan efek halusinasi yang kuat.
Narkotika lain yang berbahaya ketika disalahgunakan adalah kokain. Kokain
adalah narkotika yang memiliki tingkat ketergantungan yang tinggi, efek yang
ditimbulkan ketika mengkonsumsi kokain adalah cara berpikir yang aneh,

kesadaran yang perlahan mulai menghilang, dan kerusakan saraf otak.
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Tabel 3.3

Barang bukti yang dimusnahkan oleh Kejaksaan Tinggi
Pekanbaru Bulan Oktober 2020

JENIS BARANG BUKTI \ JUMLAH
NARKOTIKA :
Sabu
Ga -0,
SITAS| 159 uqz jf
'NE'?\ aket /.
Riklo I
Hexim
-182 b
= AP QR
-1 buah =% i | O
e dari Laporan Pemus
Bukti Kejaksa eri Pekanbaru
Ba I yan P‘joeja ggi Pekanbaru
JE P & A
A
L
Sabu .
Ganja gram
Ekstasi tablet
BAT
KERAS
Heximer | - 230 butir
HANDPHON
E
- 76 buah

Sumber: Diolah dari Laporan Pemusnahan Barang Bukti Kejaksaan Negeri Pekanbaru

Pada hari Senin 30 Desember 2019 Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan

kegiatan pemusnahan barang bukti dari hasil tindak pidana khususnya narkotika.
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Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan eksekusi pemusnahan terhadap 76
putusan kasus narkotika dari pengadilan yang sudah mendapatkan kekuatan

hukum tetap. Barang bukti yang dimusnahkan Kejaksaan Tinggi Pekanbaru

2019. Perbz ( dari je ' n yang didapat
dari hasil

dilakukan olet jaksaan Tinggi kan "T: : bel’ perbandingan 3

No | Jenis Barang Bukti 30 Desember
2020
NARKOTIKA

1 | Sabu gra - 491,962 gram | - 935,002 gram
- 294 paket - 279 paket - 79 paket

2 Ganja - 129,132 gram - 0,135 gram - 24,872 gram
- 11 paket - 3 paket
- 11 linting - 6 linting

3 | Tembakau Gorila - 6 gram

4 MMDA - 34 paket

5 Kokain - 4 paket

6 Ekstasi - 1.812 butir - 10 tablet

OBAT KERAS
7 Riklona 2 Clonazepam - 10 butir
8 | Trihexi - 8.608 butir
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9 Heximer - 3.270 butir - 180 butir - 230 butir
10 | Riklon - 101 tablet
11 | Clonazepam - 21 butir
12 | Dextro - 110 butir - 3.235 butir
13 | Yarindo -10.131 butir
HANDPHONE

2018 tepat

menandakan masih tingginya tingkat narkotika  pad 8, pada bulan

tinggi.

Narkotika jenis lain yang @ ejaksaan Tinggi Pekanbaru adalah
ganja. Tahun 2018 Kejaksaan Tinggi Pekanbaru memusnahkan sebanyak 129,132
gram, 11 paket dan 11 linting, sedangkan pada Tahun 2019 tepatnya bulan
Oktober mengalami penurunan yaitu sebanyak 0,135 gram, 6 linting dan 3 paket.

Tahun 2020 bulan Desember tercatat kenaikan yang cukup tinggi dari bulan

Oktober yaitu sebanyak 24,872 gram.
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Kejaksaan Tinggi Pekanbaru melakukan pemusnahan jenis narkotika yaitu
Tembakau Gorila, MMDA, dan Kokain pada tahun 2018, sedangkan tahun 2019
tidak ditemukan barang bukti yang sama dalam pemusnahan. Barang bukti lain
yang dimusnahkan berdasarkan.tabel di atas.adalah Riklona.Clonazepam dimana
pada tahun 2018 tercatat 21 butir dan di tahun 2019 tepatnya bulan Oktober
tercatat sebanyak 10 butir. -Bulan Juli: 2018 Kejaksaan Tinggi Pekanbaru
memusnahkan Heximer sebanyak 3.270 butir , Bulan Oktober 2019 180 butir dan
di bulan Desember sebanyak 230 butir. Barang bukti berupa ekstasi dimusnahkan
pada tahun 2018 tercatat 1.812 butir dan bulan Desember tahun 2020 tercatat
Kejaksaan Tinggi Pekanbaru memusnahkan 10 tablet. ‘Barang bukti lain yang
dimusnahkan adalah Trihexi berjumlah 8.608 pada bulan Juli 2018, Heximer
3.270 butir di periode | Bulan Juli 2018, 180 butir di Bulan Oktober 2019, 230
butir bulan Desember 2020Riklon sebanyak 101stablet dan-clonazepam 21 butir
di bulan Juli 2018, Dextro110 butir di bulan Juli 2018 dan bulan Oktober 2019

sebanyak 3.235 butir, dan Yarindo sebanyak 10.131 butir di bulan Juli 2018.

Hakim memiliki peran penting dalam memutuskan perkara, Bapak Bakrie

selaku Hakim Polda Riau Pekanbaru mengatakan:

“Hakim dalam memutuskan suatu perkara khususnya Tindak Pidana
Narkotika harus melihat berbagai pertimbangan yang ada dan harus
didasarkan rasa keadilan dan terkadang hakim memutus tidak sama dengan
tuntutan yang diberikan Jaksa Penuntut Umum”.

Hasil dari wawancara di atas terhadap Hakim Polda Riau Pekanbaru dalam
menentukan putusan tindak pidana khususnya narkotika melihat dari berbagai

pertimbangan yang ada. Menurut Bapak Bakri selaku Hakim Polda Riau
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Pekanbaru menjelaskan bahwa hakim harus mempertimbangkan berbagai hal
dalam memutus suatu putusan khususnya Narkotika untuk mencapai rasa keadilan

didasarkan 3 hal, yaitu:

kemanusia

narkotika

ikirkan akibat

pelaku tindak

Menurut Jaksa dan Kasubsi Barang Rampasan mengatakan:

“Pelaksanaan pemusnahan harus sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-
undang Hukum Acara Pidana dan jaksa akan melakukan eksekusi setelah
putusan pengadilan diterbitkan tanpa adanya upaya hukum lain”.

Berdasarkan wawancara dengan pihak Kejaksaan Tinggi Pekanbaru

mengatakan:
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“Barang bukti narkotika yang memiliki kekuatan hukum tetap atau
inkracht oleh pengadilan tanpa adanya upaya hukum dari terdakwa wajib
dikumpulkan semua menjadi satu kemudian baru dilakukan pemusnahan. Di
Kejaksaan Tinggi Pekanbaru sendiri proses pemusnahan dilakukan 1-2 kali
dalam setahun tergantung jumlah barang bukti yang dikumpulkan. Khusus
untuk sabu minimal:d gram harus dimusnahkan tanpa pengecualian. Selama 1
tahun terdapat50-100 perkara narkotika yang ditangani-Pengadilan”.

Hasil pemusnahan jenis sabu dalam proses eksekusi dibuang di dalam kloset
yang sudah dipastikan tidak akan. mencemari lingkungan dan untuk jenis ganja
yang dibakar dipastikan* asap dari proses pembakaran tidak berdampak pada

masyarakat yang menyaksikan.

Proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti khususnya narkotika langsung
di eksekusi oleh Kejaksaan Tinggi Pekanbaru setelah terbitnya putusan yang
inkracht dari pengadilan karena ditakutkan ada penyalahgunaan penyimpanan
narkotika oleh oknum yang tidak bertanggung jawab untuk diperjual belikan atau

dijadikan bisnis gelap.

Prosedur pemusnahan barang bukti yang dilakukan Kejaksaan Tinggi
Pekanbaru sudah®sesual dengan ketentuan Pasal 91 ayat (1) Undang-undang
Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa kepala
Kejaksaan Tinggi Pekanbaru setelah-mendapat pemberitahuan dari pengadilan
wajib melaksanakan eksekusi paling lama 7 hari setelah mendapat penetapan surat

perintah dari kejaksaan.

Hasil penelitian yang dilakukan memberikan jawaban bahwa barang bukti
narkotika didapat dari tindakan penyidik BNN Pekanbaru yang kemudian barang
bukti tersebut dibawa di persidangan sebagai barang bukti untuk memberikan

putusan oleh hakim. Barang bukti yang sudah mendapatkan kekuatan hukum tetap
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kemudian dikumpulkan menjadi satu dari hasil tindak pidana narkotika untuk
diberikan kepada Kejaksaan guna keperluan pelaksanaan eksekusi pemusnahan

barang bukti. Barang bukti narkotika yang jumlahnya paling banyak ditemukan di

B. Kendala

Kepolisi

Berda

1. Faktor Internal
Faktor yang menghambat Kepolisian Daerah Riau dalam melakukan
kegiatan pemusnahan barang bukti, yaitu:
a. Jumlah volume perkara yang besar membuat penyidik sering kali terlambat
selama 7 hari dalam proses pelaksanaan pemusnahan barang bukti. Hal ini

bertolak belakang dengan ketentuan Pasal 91 ayat (2) Undang-undang Nomor
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35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan setelah menerima putusan
yang berkekuatan hukum tetap atau inkracht, penyidik sebagai eksekutor wajib
melaksanakan eksekusi pemusnahan dalam jangka waktu 7 hari setelah
diterbitkannya.«putusan pengadilan. Darihasil ‘wawancara dengan Bapak
Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik, mengatakan:

“Volume perkara yang-besar .dari tahun ke tahun membuat
penyidik  bekerja lebih  keras dalam , melaksanakan eksekusi
pemusnahan” barang bukti narkotika. Dalam satu kasus Kepolisian
Daerah Riau bekerja sama dengan Badan Narkotika Nasional Kota
Pekanbaru untuk membantu dalam proses eksekusi pemusnahan
barang bukti narkotika”

Berdasarkan keterangan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik
dapat diketahui bahwa menumpuknya kasus berdampak pada terlambatnya jadwal
kegiatan eksekusi pemusnahan-barang bukiti yang dilakukan Kepolisian Daerah
Riau.

b. Adanya mutasi penyidik—di Kepalisian“Daerah Riau: membuat proses
pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika terhambat, hal ini terjadi
karena ketika mutasi penyidik dilakukan, putusan pengadilan yang seharusnya
di eksekusi menjadi“putus dan tertunda. Bapak Afrizal pangkat KOMPOL,
jabatan Penyidik mengatakan:

“Kepolisian Daerah Riau pernah mengalami kasus lupa untuk
mengeksekusi barang bukti. Hal ini dikarenakan Kepolisian Daerah
Riau sibuk mengurus mutasi penyidik, sehingga pelaksanaan
pemusnahan barang bukti yang seharusnya dimusnahkan menjadi lupa
untuk dieksekusi.”

Berdasarkan keterangan yang disebutkan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL,
jabatan Penyidik dapat diketahui bahwa penyidik pernah mengalami lupa

melakukan eksekusi pemusnahan barang bukti karena terjadi mutasi penyidik;
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c. Barang bukti dijadikan sebagai alat bukti kasus yang berbeda. Dampak yang
diakibatkan ketika barang bukti dijadikan sebagai alat bukti dalam kasus yang
berbeda adalah Kepolisian Daerah Riau harus menunggu hasil putusan
pengadilan yang menyatakan. barang bukti-tersebut harus dimusnahkan atau
dikembalikan ~ kepada pemiliknya. Kepolisian Daerah Riau . terkadang
menunggu cukup lama untuk ‘mendapat putusan yang final dari pengadilan
terkait barang bukti yang akan dimusnahkan tersebut. Hal ini juga membuat
jadwal kegiatan pemusnahan yang sudah direncanakan mengalami kemunduran
hanya untuk menunggu hasil putusan;

d. Kepolisian Daerah Riau dijadikan tempat untuk menyimpan barang bukti, hal
ini membuat sering terjadi penumpukan barang bukti. Seharusnya sebelum
barang bukti diserahkan ke Kejaksaan, Pengadilan atau Badan Narkotika
Nasional wajib menyimpan barang bukti sesuai dengan aturan Undang-undang

yang berlaku. Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik mengatakan:

“Dalam praktek dilapangan, seluruh barang bukti disimpan oleh
Kepolisian Daerah Riau. Seharusnya barang bukti disimpan oleh
Pengadilan “atau Badan Narkotika Nasional sesuai dengan undang-
undang yang berlaku. Penumpukan barang bukti mengakibatkan
kegiatan eksekusi mengalami keterlambatan.”

Penjelasan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik dapat
diketahui bahwa dalam ketentuan menyimpan barang bukti tidak sesuai dengan
prosedur peraturan perundang-undangan. Seharusnya seluruh barang bukti
disimpan dan dijaga oleh Pengadilan atau Badan Narkotika Nasional sesuai

Peraturan Kepala Badan Narkotika Nasional Nomor 7 Tahun 2010 tentang
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Pedoman Teknis Penanganan dan Pemusnahan Barang Sitaan Narkotika,

Prekursor Narkotika dan Bahan Kimia Lainnya Secara Aman

e. Dibutuhkan biaya yang tidak sedikit untuk melaksanakan pemusnahan barang
bukti narkotikarketika putusan_mendapat.kekuatan hukum tetap atau inkracht
dari pengadilan. Pemusnahan barang bukti setidaknya dibutuhkan biaya yang

tidak sedikit, Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik mengatakan:

“Dalam sekali pemusnahan dibutuhkan biaya minimal 7 juta
untuk membeli alat-alat yang digunakan untuk memusnahkan barang
bukti. Alat-alat ini seperti tong yang menyerupai tong sampah yang
digunakan sebagai tempat ganja untuk dimusnahkan, blender yang
digunakan untuk menghancurkan harang bukti jenis ekstasi, cairan
khusus untuk menghancurkan barang bukti jenis sabu, dan alat yang
terakhir adalah Kkloset sebagai tempat pembuangan sisa-sisa hasil
barang bukti yang sudah dimusnahkan.”

Berdasarkan keterangan Bapak Afrizal pangkat KOMPOL, jabatan Penyidik
dapat diketahui-bahwa Kepolisian Daerah Riau, membutuhkan alat-alat untuk
memusnahkan barang bukti yang didapat dari hasil tindak pidana khususnya
narkotika. Alat-alat ini dipesan dengan jumlah yang cukup banyak ketika barang
bukti yang terkumpul memiliki jumlah yang banyak pula.

Hambatan Badan Narkotika "Nasional® (BNN) Provinsi Riau dalam
pelaksanaan pemusnahan barang bukti, sebagai berikut:

a. Anggaran yang didapat dari pemerintah masih kurang dalam melaksanakan
kegiatan pemusnahan barang bukti. Terkadang Badan Narkotika Nasional
melakukan pemusnahan barang bukti dengan biaya yang minim dan alat

seadanya,
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b. Kasus narkotika yang tinggi membuat Badan Narkotika Nasional (BNN) sering

kekurangan personil untuk mengumpulkan barang bukti yang didapatkan dari

hasil tindak pidana. Pelaksanaan pemusnahan barang bukti membutuhkan

dalam pelaksa

Riau meno

dalam pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus menghadirkan
kepala instansi sesuai dengan ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun
2009 tentang Narkotika.

b. Eksistensi masyarakat atau wartawan dalam menyaksikan kegiatan
pemusnahan barang bukti. Masyarakat atau wartawan yang menyaksikan

kegiatan pemusnahan barang bukti terkadang menghambat pemusnahan,
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karena jarak yang harus diterapkan sesuai Standar Operasional Prosedur (SOP)
yang seharusnya 10-20 meter dari barang bukti yang akan di musnahkan
menjadi dekat dengan barang bukti karena tempat kejadian ramai oleh
masyarakat dan‘wartawan yang menyaksikan:
Hambatan eksternal yang dihadapi Badan Narkotika Nasional (BNN),
sebagai berikut:

a. Sulit menyesuaikan jadwal dengan Polda Riau Pekanbaru ketika kegiatan
pemusnahan barang bukti dilakukan. BNN mengatakan:

“Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN) sangat sulit
menyesuaikan - jadwal pemusnahan dengan kejaksaan, hal ini
dikarenakan karena Kepala BNN  memiliki kegiatan yang padat
sehingga sangat jarang Kepala BNN menghadiri kegiatan pemusnahan
dan BNN = menunjuk perwakilan untuk mengikuti eksekusi
pemusnhahan barang bukti.”

b. Kurangnya komunikasi dengan Polda Riau, pengadilan, dan kejaksaan terkait
penyerahan. barang bukti. /Hal riniimembuat Badan..Narkotika Nasional
bingung untuk menyerahkan barang bukti ke Polda Riau, Pengadilan
Pekanbaru, atau Kejaksaan. Bapak Indra Wijaya Selaku Kepala Pengolah data
SIE Pemberatasan BNN mengatakan:

“Badan Narkotika Nasional sering mengalami miss komunikasi
antara Polda Riau Pekanbaru, Pengadilan, dan Kejaksaan. Barang
bukti yang seharusnya diserahkan ke Pengadilan untuk dicatat dan
kemudian diserahkan Kejaksaan tetapi pada kenyataannya Pengadilan
tidak mau menyimpan barang bukti tersebut sehingga terpaksa barang
bukti langsung diserahkan ke Kejaksaan sehingga barang bukti yang
terima oleh Polda Riau Pekanbaru selalu harus menunggu surat
rekomendasi dahulu yang cenderung lama prosesnya.”

Berdasarkan faktor-faktor penghambat yang sudah diteliti di Polda Riau

Pekanbaru dapat diketahui bahwa pelaksanaan pemusnahan barang bukti
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narkotika yang dilakukan Polda Riau Pekanbaru terkadang belum sesuai dengan
ketentuan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam waktu

pelaksanaan pemusnahan barang bukti narkotika harus tertunda selama 7 hari

o berada dalam

\ YAk

penyimpanan ngan e ditetapkan untuk
dimusnahka (tujuh) hari
terhitung se
setempat.”

Apabi

dengan kete

; g\‘gt\\ﬁ\\\

L)
=4
;’?.
=
c
@
S
=2
=

ini ditakutka
sehi erbeda : atat di berita acara.
ditakutkan oleh Polda yang ditakutkan adalah
penyalahgunaan penyebaran narkotika yang dilakukan oleh pihak internal sendiri
baik Pengadilan, Kepolisian, maupun Kejaksaan untuk kepentingan bisnis
maupun pribadi.

Polda Riau Pekanbaru wajib melaksanakan pemusnahan terhadap barang
bukti khususnya narkotika sesuai dengan Pasal 91 Undang-undang Nomor 35

Tahun 2009 tentang Narkotika yang menjelaskan bahwa Polda Riau Pekanbaru
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wajib melaksanakan eksekusi pemusnahan ketika mendapatkan putusan

pengadilan yang berkekuatan hukum tetap dan wajib dilakukan setelah 7 hari

mendapatkan putusan.

hak Polda Riau dalam
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BAB IV
PENUTUP

A. Kesimpulan

.
»

way

»
lan_d
@
*@
,;
nbg

\
=

besar, adanya mutasi jaksa, barang bukti dijadikan alat bukti lain dalam kasus
yang berbeda, menumpuknya seluruh barang bukti di Polda Riau Pekanbaru,
dan dibutuhkan biaya yang cukup besar, dan sulithya menyesuaikan jadwal

kegiatan pemusnahan untuk kepala instansi.
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B. Saran
Berdasarkan uraian kesimpulan diatas, maka saran yang disampaikan untuk

Polda Riau Pekanbaru antara lain:

a. Ketika volun Pekanbaru wajib

““ .9 @ ng sedang
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